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Skripsi yang berjudul Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
hal Penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan kedua Atas  Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi Prespektif Fiqh Siyasah adalah hasil penelitian yang di 
fokuskan kepada permasalahan menagenai terkait Kewenagan Penyadapan 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penyadapan wajib  mendapatkan izin 
dari Dewan Pegawas. 
 Skripsi ini merupkan penelitian pustaka (library research) atau hukum 
normatif yang meneliti sumber-sumber pustaka yang dipandnag revan denaagn 
menggunakan sumber data berupa, buku-buku, jurnal, artikel dan bahan-bahan 
hukum lainya. Dimana data yang berhasil dikumpulkan dilihat dari prespektif 
penulis denagan menggunakan landasan teori Fiqh Siyasah dusturiyah dan 
Wilayah al-mazalim  yang nantinya ditarik sebauah kesimpulan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewenagan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam melakukan hal penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan 
Pengawas sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
belum tepat seabagai bentuk pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan 
Korupsi, keberadaan Dewan Pengawas harus mampu dan tetap memperhatikan 
Komisi Pemberanatasan Korupsi sebagai lemabaga Independen dalam 
melaksanakan tugas- tugas pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia.di 
samping itu prespektif fiqh siyasah terhadap kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam hal penyadapan menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan kedua Atas  Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dengan menggunakan Wilayah al-
Mazalim objek yakni penguasa ataupun pejabat negara yang melakaukan 
kezahaliman yang diperbuat kepada rakakyatnya, miskipun Wilayah al-muzalim 
tidak memiliki kewenangan penyadapan tapi objek dari kedua lembaga sama 
yakni penguasa atau pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi. 
Dengan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa terkait 
kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal  penaydapan harus 
mendapatkan izin dari Dewan penagawas merupakan bentuk intervensi terhadap 
proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun 
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana ditegaskan 
dalam  pasal 1 ayat (3)Undang-UndangDasar Negara Repulik Indonesia 
1945.Norma inibermaknabahwadidalam Negara Republik Indonesia, hukum 
merupakan panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  
dalam  masyarakat, dimana setiap tindakan harus berdarkan dengan hukum 
termasuk dalam hal kewenangan penyadapan komisi pemberantasan korupsi 
harus berdasarkan dengan hukum1 
Korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa atau extra 
ordinary crime yangmerusaksandi-sandiNegaratermasukdalam bidang 
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pembangunan ekonomi nasional suatu 
negara dapat terpuruk disebabkan salah satunya dari korupsi, sehingga 
membuat masyarakat jatuh miskin. Penagertian korupsi  berasal dari bahasa 
latin  corruptin atau  corruptus ,dan  dalam bahasa latin yang lebih tua 
dipakai istilah corrumpere , dari bahasa latin itulah turun berbagai bangsa–
bangsa di Eropa, seperti Inggris: corruption , currupt;Prancis corruption; dan 
bahasa Belanda  coruptie atau koruptie, yang kemudian turun dalam bahasa 
Indonesia menjadi korupsi. Arti kata dari kata itu kebusukan, keburukan, 
kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap tidak bermoral, menyimpang dari 
                                                          
1Undang-Undang Dasar 1946 Pasa 1 Ayat (3) 
 



































kesucian2. Upaya untuk memberantas korupsi maka perlu adanya lembaga 
independen dalam menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. 
Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah 
masuk sampai seluruh lapisan masyarakat.perkembangan terus meningkat 
dari tahun ketahun, dalam jumlah kasus yang pernah terjadi jumlah kerugian 
uang negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi dilakukan semakin 
sistematis yang telahmasuk seluruh aspek kehidupan masyarkat. 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan UU No. 
30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 
1 UU ini menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan 
serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui 
upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana 
korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 
di ubah dengan Undang-Undang Nomer 20 tahun 2001 tentang perubahan 
atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam UU No. 28 tahun 
1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, 
kolusi dan nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk 
perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur 
                                                          
2 Andi Hamzah, 1991, Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya, Gramadia Pustaka Utama, 
Jakarta, hlm. 7. 
 



































penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, 
dan nepotisme.3 
Begitupun dengan kewenangan Komosi Pemberantasan Korupsi 
dalam melaksanakan tugasnya, seperti kewenangan penyadapan dalam 
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Berdasarkan Pasal 12 
ayat 1 butir a UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang berbunyi:“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, 
komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berwenang melakakukan 
penyadapan dan merekam pembicaraan”4menimbukan persoalan karena 
adanya hak konstisional warga negara yang dirugikan dengan adanaya 
penyadapan yang dialakukan oleh Komisi Pemberantsan Korupsi.Pasal 28G 
ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan 
diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di 
bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari 
rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak 
asasi” 
 Adanya pengajuan uji materi terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) 
dan Pasal 44 huruf b Undang – Undang  No. 11 tahun 2008 tentang Informasi 
dan Transaksi Elektronik (UUITE) dan Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 
tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang diajukan oleh 
                                                          
3 Lihat buku  KHN, Pemantau dan penkajian legislasi serta permesalahan aktual dibidang hukum, 
Komisi Hukun  Nasional RI. Jakarta , 2011, hal 75 
 
 



































pemohon Setya Novanto berisi bahwa pemohon beranggapan hak-hak 
konstitusionalnya yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 telah 
dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya Undang 
Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 
khususnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 44 huruf b dan Pasal 26A 
UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian adanyapengujian 
Undang – Undang Nomer 20Tahun  2001 Tengtang Pemberantasan Korupsi. 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 20/PUU-XIV/2016  dan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 006/PUU-I/2003 bertanggal 30 Maret 
2004 yang kemudian ditegskan kembali dalam Putusan Nomer 5/PUU- 
VII/2010 bertanggal 24  Februari 2011 yang menyatakan bahwa mengenai 
penyadapan harus di atur oleh Undang – Undang dimana dalam 
pertimbangannya berbunyi:  
”Mahkamah memandang perlu  untuk mengigatkan kemabali bunyi perlu 
untuk mengingatkan bunyi pertimbangan hukum Mahaamah dalam Putusan  
Nomer 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karenanya  penyadapan dan 
perekaman pembicaraan merupakan pembatsan terhadapa hak asasi 
manusia, dimana demikian hanya bisa dibatasi oleh Undang– 
Undangsebagaimanaditentukanolehpasal 28J ayat (2) UUD 1945. Undang – 
Undang itulah yang harus dirumusakan, siapa yang berwenang 
mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman dapat di keluarakan 
setelah peroleh permulaan yang cukup, yang berarti  bahawa perekaman 
penyadapan dan perekaman pembicaraan itu dapat di lakaukan untuk 
mencari bukti, atau justru penydapan  dan perekaman pembicaraan itu sudah 
dapat dilakukan untuk mencari alat bukti permulaan yang cukup. Sesuai 
perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 194, semua harus di atur dalam Undang –
Undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak 
asasi”5 
                                                          
5Putusan Mahkamh Konstitus No 20/PUU- XIV/2016 hlm 95. 
 



































Adanya  Undanag – Undang Nomor 19  Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi atas perubahan Undang-Undang No. 30 tahun 2002 
dengan memberikan kewengan penyadapan kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi Pasal 12 ayat 1 butir a Undang Undang Nomor 30 tahun 
2002“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan tindak 
pidana korupsi berwenang melakakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan”menimbulkan persoalankarena seharusnya Undang–Undang 
mengenai penyadapan dibuatkan Undang–Undang tersendiri  untuk mengatur 
mengenai penyadapan, namun sampai saat ini belum ada Undang–Undang 
yang mengatur mengenai kewenangan penyadapan sebagaimana yang di muat 
dibeberapa  putusan Mahkamah Konstitusi,  adapun kewewengan penyadapan  
dalam Pasal 12 (1)”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang melakukan penyadapan, dimana dalam melakukan 
penyadapan dalam Pasal 12El (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari 
Dewan Pengawas”.6 Sehingga perlunya mengetahui apakah Undang–Undang 
Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sesuai 
dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dimuat dalam 
Undang – Undang tersendiritentang Penyadapan, dimana penyadapan 
sebelumnya sepenuhn yadilakukan oleh Komisi pemberantasan Korupsi 
                                                          
6  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pembarantasan Korupsi 
 



































kemudian wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas apakah adanaya 
dewan pengawas merupan salah satu perlindungan terhadap hak asasi 
manusia atau nantinya akan menghambat kinerja komisi pemberantasan 
korupsi dalam melakukan menyadapan sehinggaperlu adanya kajian yang 
mendalam. 
Adapun pengertian Fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal 
ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan bernegara dengan segala 
bentuk hukum, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan 
dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umum.7 Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam islam  fiqh siyasah antara lain 
membicarakan sumber kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara 
pelaksanaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanaya dan pada 
siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawab kekuasaan yang 
diberikan kepadanya dan pada siapa pelaksana kekekusaan mempertanggung 
jawabkan kekuasaanaya.8 
Kekuasaan (sultah) dalam konsep Hukum Tata Negara Islam menurut 
Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu: 1) Lembaga 
Legislatif (sultah tasyri’iyah), lembaga ini merupakan lembaga negara yang 
menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang, 2) Lembaga 
Eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini merupakan lembaga negara yang 
berfungsi menjalankan undang-undang, 3)Lembaga Yudikatif (sultah 
                                                          
7 J.Suyuti Pulungan, fikih Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran ), (Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014),28 
8 Muhammd Iqbal,  Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam  (Jakarta : Gaya Media 
Pratama, 2001), 4 
 



































qoda’iyyah), lemabaga ini merupakan ini merupakan lembaga yang 
menjalankan kekuasaan lemabaga kehakiman. 
Didalam peradilan Islam banyak sekali lembaga-lembaga yang 
bergerak didalamnya, termasuk lembaga al-Mazalim yang menjadi lembaga 
peradilan yang mengadili para pejabat negara bermasalah, baik pejabat itu 
sendiri atau keluarganya.Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-Qada’) 
memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Sebagaimana yang dikutip oleh 
Imam Amrusi Jaelani dasar disyariatkan lembaga peradilan dalam Islam 
satunya terdapat dalam surat Shaad ayat (26): 
َ يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحق ِ  ِعي ِِ  َو َا تَ َِّعِ  اْلَوَى ف فَ ُيِللََّ   ََ ْن 
ِعي ِِ اللَِّه َلُوْم َ َذاٌب َشِديدٌ  ۚ  اللَِّه  ََ ََ ِبَما َنسُ  ِإنَّ الَِّذيَن َيِللُّىَن َ ْن  ىا يَ ْىََ اْلِح  
Artinya: 
Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 
dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan.(QS. Shaad: 26) 
Adapun Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara 
khusus menangani kedzaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-
hak rakyat.Wilayah al-Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memlihara 
hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan 
keluarganya.Wilayah al-Mazalim adalah salah satu kompenen peradilan yang 
berdiri sendiri dan merupakan peradilan yang mengurusi penyelesaian 
 



































perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan negara.Untuk 
mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk 
menyelesaikan persengketaan antara penguasadanwarganegara.Yang 
dimaksudkanpenguasadalam pendapat ini menurut al- Mawardi adalah 
seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat 
paling rendah. 
Isu yang terjadi saat ini yaitu terdapat dalam Undang – Undang  
Nomer 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam  
kewewengan penyadapan  dalam Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurrf e, 
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan, dimana 
dalam melakukan penyadapan dalam Pasal 12El (1) Penyadapan yang 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin 
tertulis dari Dewan Pengawas, keberadaan Dewan Pengawas dalam 
Penyadapan merupakan salah satu penghambat independensi Komisi 
pemberantasan korupsi dalam melakukan penyadapan dimana selama ini 
sudah dikatakan berhasildalam  penyadapan yang telah terteradalam Undang- 
Undang Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Maka penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan ini dalam 
bentuk tulisan skripsi dengan judul: Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam hal penyadapan menurut Undang-UndangNomer 19 tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Fiqh Siyasah. 
 



































B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah  
1. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengetahui 
masalah-masalah sebagai berikut:  
a. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal 
penyadapan menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
b. Keberadaan Dewan Pengawas dalam melakaukan penyadapan yang 
dapat mempengaruhi tugas dan kinerja Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
c. Penyadapan seharusnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri 
mengenai hal penyadapan. 
d. Adanya dua perizinan dalam melakukan penyada panpimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsidan Dewan Pengawas. 
e. Kewengan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
menurutfiqhsiyasah. 
2. Batasan Masalah 
Pembahasan yang lebih spesifik dalam membahas masalah 
dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas serta 
tidak meluas dengan membatasi masalah yang akan dikaji:  
 



































a. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal 
penyadapan wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas 
menurut Undang–Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
b. Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi 
Pembarantasan Korupsi dalamhalpenyadapanwajib mendapatkan 
izin dariDewan Pengawas Menurut Undang-UndangNomer 19 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
C. Rumusan Masalah 
Dari uraian latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan 
dikaji, aka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalamhalpenyadapanwajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas 
menurut Undang–Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi? 
2. Bagaimana Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan  Komisi 
Pembarantasan Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendapatkan 
izin dari Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomer 19 
 



































Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi? 
D. Kajian Pustaka 
 Kajian pustaka adalahdeskripsi ringkas atau penelitian yang sudah 
pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas 
bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi 
dari kajian atau penelitian tersebut.9 
 Sejauh yang penulis ketahui, belum ada yang membahas dengan 
pembahasan yang sama terkait  tentang Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam hal penyadapan menurut Undang-UndangNomer 19 tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Fiqh Siyasah. 
  Sehingga penulis ingin meneliti, karena belum ada yang mengenai , 
Dalam kajian pustaka ini memaparkan beberapa penelitian Terait pembahasan 
mengenai Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal 
penyadapan menurut Undang-UndangNomer 19 tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi Prespektif Fiqh Siyasah  adapun dalam 
penelitian  terdahulu  yaitu:   
                                                          
9 Tim Penyususn Fakulatas Syari’ah dan  Ekonomi  Islam ,  Petunjuk Penulisan Skripsi, (Surabaya 
: UIN  Sunan Ampel Press,,2014), 8. 
 



































1. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Komisi 
Pemberantasan  Dalam Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2002 
Komisi Pemberantasan Korupsi”  Skripsi tersebut di tulis Oleh 
Hendi Restu Putra Hasil dari penelitian tersebut ialah menerangkan 
mengutamakan kewenagan lembaga khusus Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam melauakan tindakan penyelidikan, penyidikan dan 
penuntutan dalam penaganan korupsi di Indonesia  Menurut 
Undang – Undang Nomer  30 Tahun 2002 tengtang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi10 
2. “Analis Fiqh SiyasahTerhadap Tafsir Hukum Mahkamah 
Konstitusi Tentang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 36/PUU-XV/2017” , Skripsi 
tersebut ditulis oleh Syafa’ Muhammad dalam penilitiantersebut 
ialah menerangkan bahwasannya Komisi Pemberantasan Korupsi 
merupakan lembaga independen bukan ranah eksekutif.11 
E. Tujuan Penelitian 
 Sesuai dengan apa yang terdapat dalam rumusan masalah di atas, 
maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 
                                                          
10Hendi  Restu Putra, Analisis  Fiqh siyasah Terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi Dalam Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2002  Tenagtang Komisi Pemberantasan 
Korupsi (Skripsi-UIN  Sunan Ampel Surabaya, 2016). 
11  Syifa’ Muhamma, Analisis Fiqh Siyasah Terhadpa Tafsir Hukum Mahkamah Kosntitusi 
Tengatang Posisi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomer 
36/PUU-XV/2017”(Skripsi-UIN  Sunan Ampel Surabaya,2019). 
 



































1. Untuk mengetahui Kewenangan Penyadapan Komisi 
Pemberantasan Korupsi wajib mendapatkan izin dari Dewan 
Pengawas menurut Undang – Undang Nomer 19 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
2. Untuk mengetahui Prespektif Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan 
Penyadapan  Komisi Pembarantasan Korupsi wajib mendapatkan 
izin dari Dewan Pengawas Menurut Undang-Undang Nomer 19 
Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
F. Kegunaan Hasil Penelitian 
 Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini 
diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
  Memperkaya khasanah ilmu Hukum Tata Negara Islam modern 
dan   mampu memberikan argumentasi ilmiah  mengenai Undang-Undang 
Nomer 19 Tahun 2019 Tenagatang Komisi Pemberantasan Korupsi  dalam 
Kewenangan Penyadapan yang memerlukan izin Dewen Pengawas dalam 
melakukan penyadapan diharapakan bermanfaat dalam upaya penataan 
lembaga negara yang lebih baik dan kemaslahatan bagi rakyat serta 
penegasan pelaksanaan aturan yang sesuai dengan perudang-undanagan. 
 
 



































2. Secara Praktis: 
 Memberikan pedoman argumentasi hukum yang diperlukan agar 
memperoleh dayaguna yang diharapakan bagi penegakan profesionalitas 
penegakan hukum, demi terciptanya iklim adil dan kondusif dan dapat 
digunakan sebagai bahan acuan penelitian berikutnya tentang kewenagan 
lemabaga negara dalam bidang khusus di Indonesia. 
G. Definisi Operasional 
Definisi operasional ini memberikan batasan-batasan tentang 
pengertian atas variabel-variabel alam penelitian ini, sebagai berikut: 
1. Fikih siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara 
bernuansa Islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan 
terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat 
dan prinsip-prinsip syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan 
pendapat-pendapat para imam mujtahid.12Dalam penelitian ini 
menganut Fiqh Siyasah Wilayah al-Mazalim yaitu suatu kekuasaan 
dalam bidang pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim 
dan kekuasaan muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara 
peganiayaan yang dilakukan oleh penguasapenguasa dan hakim-hakim 
ataupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa 
2. Kewenanganadalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan 
melimpahkan tanggung jawab pada orang lain kewenagan yang 
                                                          
12 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran (Ajaran Sejarah dan Pemikiran ),(Yogyakarta: Penerbit 
Ombak, 2014),25. 
 



































dimaksud dalam penelitian ini adalah dalam hal penyadapan 
berdasarkan Unadang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
3. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun 
kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun.Tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
4. Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, danatau 
mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik 
yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel, 
komunikasi, jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau 
radio frekuensi maupun alat elektronik lainnya. 
H. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian 
normatif. Penelitian normatif yang dimaksud yaitu penelitian yang objek 
kajiannya meliputi norma atau kaidah dasar,asas-asashukum,doktrinserta 
yurisprudensi.13Halyangpentingdalam penelitian normatif adalah usaha 
penemuan hukum secara konkrit yang sesuai untukditerapkanguna 
menjawab permasalahan tertentu. 
                                                          
13Amiruddin & Zainal Asikin, Penagantar Motode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja  Grafindo 
Persada, 2004),119. 
 



































2. Sumber Bahan Hukum 
a. Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer 
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah 
dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan 
hakim.14 
b. Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang 
hukum yang merupakan dokumem resmi. Publikasi tengtang 
hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurna-
jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. 
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan ( library reseach ). Yang artinya 
metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan hukum. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari 
dan mengumpulkan bahan-bahan baik peraturan perundang-undangan, 
buku, artikel, skripsi, atau jurnal-jurnal hukum berdasarkan topik 
permasalahan yang telah dirumuskan 
4. Teknik Pengelohan BahanHukum 
                                                          
14Peter Mahmud Marzuki, PenelitianHukum, (Jakarta: PrenadadamediaGrup, 2016),181. 
 



































 Dari bahan hukum yang dikumpulkan maka selanjutnya yaitu 
pengelolahan bahan hukum meliputi pengidentifikasian bahan hukum, 
pengklasifikasian bahan hukum  dan analisis bahan hukum. 
5. Teknik Analis Bahan Hukum 
 Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif 
analisis yaitu upaya atau cara untuk mengolah bahan hukum menjadi 
informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan 
bermanfaat untuk memberikan solusiatas sebuah permasalahan, terutama 
masalah yang berkaitan dengan penelitian, atau definisi lain yang 
berkaitan dengan analisis bahan hukum yaitu kegiatan yang dilakukan 
untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang 
nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil  keputusan  kesimpulan.15 
I. Sistematika Pembahasan 
 Dalam upaya untuk menjadikan alur pembahasan menjadi 
sistematis, maka penulisan skripsi dibagi kedalam lima bab. Dalam masing-
masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang 
akan diteliti. 
 Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi 
dan batsan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
kegunaan hasil penelitian, definisi opersional, metode penelitian dan 
sistematika pembahasan. 
                                                          
15Ibid 
 



































Bab kedua berisi tentang penjelasan teori-teori yang dipaparkan 
adalah teori-teori konsep Hukum Tata Negara Islam (fiqh siyasah)Yakni 
kajian mengenai kajian Siyasah Dusturiyah akan diuraikan mengenai definisi, 
ruang lingkup lembaga peradilan dalam pemerintahan islamatau Wilayah al-
Mazalim sebagai lembaga bertugas untuk mengadili para pejabat negara. 
Bab ketiga berisi data tentang kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalam hal penyadapan wajib mendaptkan izin dari Dewan Pengawas 
menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Hal ini meliputi pengertian kewenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, dasar hukum kewenangan KPK, dan mekanisme 
pelaksanaan penyadapan oleh Komisi Pembaerantasan Korupsi dalam 
penyadapan menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Bab ke-empat merupakan pembahasan yang paling inti dalam skripsi 
ini, yaitu analisis terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
hal penyadapan wajib mendapatkan dari izin Dewan Pengawas  menurut 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Prespektif Fikih Siyasah terhadap kewenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam penyadapan wajib mendapatkan izin dari 
Dewan Penagwas menurut Undang-Undang Nomer 19 Tahun 19 Tentang 
 



































Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Bab kelima berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas 
permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran yang berkaitan dengan 
topik pembahasan. 
 




































WILAYAH AL-MAZALIM DALAM FIQH SIYASAH 
 
A. Pengertian Fiqh Siyasah 
Fiqh Siyasah terdiri dari dua kata, yakni Fiqh dan Siyasah.Secara 
etimologi Fiqh merupakan bentuk masdar dari tashrifan kata faqiha-
yafqahu-fiqhan.Yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat 
sehingga dapat memahami tujuan, ucapan dan tindakan tertentu, 
sedangkan secara terminologi fiqh lebih popoler dengan ilmu tentang 
hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-
dalil yang rinci.16 Secara etimologi, kata Siyasah merupakan bentuk 
masdar dari Sasa yausu yang artinya mengatur, mengurus dan 
mengemudikan, memimpin dan memerintah, menurut para ahli hukum 
islam. Ibnu Manzhur  mengatakan bahwa siyasah adalah mengatur sesuatu 
dengan cara membawa kemaslahatan17.Wahhab Khallab mendefinisikan 
siyasah sebagai Undang-Undang yang dibuat  untuk memelihara 
ketertiban umum  dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal, 
sementara Abdurrahman mengartikan siyasah sebagai hukumdan 
peradilan, lembaga pelaksana administrasi dan hubungan denga Negara 
luar.18 
                                                          
16Zada, Khamami, Ibnu Syarif, Mujar, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, 
(Jakarta: Erlangga,2008), 31 
17Imam Amrusi Jailani,et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Pres,2011), 7 
18Ibid,. 
 



































Dari banyak pengertian di atas kita dapat menyipulkan bahwa 
pengertian fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur 
hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk 
mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.Suyuthi Pulungan 
mendefinisikan fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal seluk 
beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, 
peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang 
sejalan denga dasar-dasar ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan 
umat. Jadi fiqh siyasah popoler dengan artian ilmu tata negara, dalam ilmu 
agama islam.19 
 
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 
Jika berbicara mengenai ruang lingkup, artinya kita berbicara 
mengenai bidangilmu yang terdapat dalam fiqh siyasah, para ulama 
berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, ada yang 
membagi menjadi lima bidang, namun ada juga membagi menjadi empat 
atau tiga bidang pembahasan, bahkan ada ulama yang membagi ruang 
lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Misalnya Abdul Wahhab 
Khalaf membagi fiqh siyasah dalam tiga bidang kajian: 
1. Siyasah Qadaiyyah 
2. Siyasah Dauliyah 
3. Siyasah Maliyah 
                                                          
19J Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, ( Jakarta:RajaGrafindo Persada,1997), 26. 
 




































Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah adalah 
mencakup20: 
1. Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah 
dusturiyah) 
2. Ekonomi dan militer (siyasah maliyah) 
3. Peradilan (siyasah qada’iyah) 
4. Hukum perang (siyasah harbiyah) 
5. Administrasi negara (siyasah idariyah) 
Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang 
kajianfiqh siyasah yaitu: 
1. Peradilan (Siyasah Qada’iyah) 
2. Administrasi Negara (Siyasah Idayiyah) 
3. Moneter (Siyasah Maliyah) 
4. Serta hubungan internasional (Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyah) 
Dari tiga pemikiran di atas, T.M Hasbi membagi ruang lingkup 
fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu: 
1. Siyasah Dusturiyah Shar’iyah Politik yaitu pembuatan peraturan 
perundang-undangan 
2. Siyasah Tasyri’iyah Shar’iyah yaitu Politik hukum 
3. Siyasah Qodlaiyah Shar’iyah yaitu Politik peradilan 
4. Siyasah Maliyah shar’iyah yaitu Politik moneter ekonomi 
                                                          
20Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 13. 
 



































5. Siyasah Idariyah Shar’iyah yaitu Politik administrasi 
6. Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Shar’iyah yaitu Politik hubungan 
internasional 
7. Siyasah Tanfidhiyah Shar’iyah yaitu Politik pelaksanaan perundang-
undangan, dan 
8. Siyasah Harbiyah Shar’iyah yaitu Politik peperangan. 
Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, ruang lingkup fiqh 
siyasah dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:21 
1. Politik perundang-undangan al-Siyasah al-Dusturiyah, bagian 
ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum tasrihiyah 
oleh lembaga legislatif, peradilan Qada’iyah oleh lembaga 
yudikatif dan administrasi pemerintahan idariyah oleh birokrasi 
atau eksekutif  
2. Politik luar negeri al-siyasah al-kharijiyah bagian ini meliputi 
hubungan keperdataan antara waega negara muslim dengan 
warga negara nom-muslim al-siyasah al-dauli al-am atau di 
sebut juga dengan hubungan internasional. 
3. Politik keuangan dan moneter al-siyasah al-maliyah bidang ini 
meliputi perdagangan internasional, kepentingan hak-hak 
publik, pajak dan perbankan. 
 
 
                                                          
21Imam Amrusi Jailani,et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Pres,2011), 15-16 
 



































C. Kekuasaan Dalam Bidang Siyasah Dusturiyah 
Kata dusturiberasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah 
seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun 
agama.Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk 
menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster 
(majusi).Setelah mengalami penyrapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur 
berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan.Secara 
istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan 
hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah 
negara, baik tidak tertulis (konveksi) maupun tertulis (konstitusi).Di dalam 
pembahasan syari’ah digunakan istilah fiqh dustury, yang artinya adalah 
prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun, seperti terbukti di 
dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. 
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan 
constitution dalam bahasa inggris, atau undang-undang dalam bahasa 
Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tersebut tidak menutup 
kemungkinan berasal dari kata dustur. Dengan demikian Siyasah 
Dusturiyahadalah bagian fiqh siyasahyang membahas masalah perundang-
undangan negara agar sejalan dengan syari’at. Artinya undang-undang 
mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip 
islam dalam hukum-hukum syari’at yang disebutkan di dalam Al-Qur’an 
 



































dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah. Akhlak, 
muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.22 
Dalam buku karangan Suyuthi Pulungan, Siyasah Dusturiyah 
adalah bagian dari fiqh siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar 
tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan 
(kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan 
umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, 
serta hubungan antara penguasa dan rakyat.23 
Dalam Siyasah Dusturiyah adalah menyangkut masalah hubungan 
timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di 
dalamnya, yang di atur dalam perundang-undangan yang terkait persoalan 
kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara untuk membagi sebuah 
kekuasaan, dalam hal pembagian kekuasaan para ulama berbeda pendapat 
dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah negara. 
Kekuasaan (sultah) dalam konsep negara islam, oleh Abdul 
Wahhab Khallaf menjadi tiga bagian yaitu:24 
1. Lembaga legistalif (sultah tasrihiyah), lembaga ini adalah 
lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat 
undang-undang; 
2. Lembaga eksekutif (sultah tanfidhiyyah), lembaga ini adalah 
lembaga yang berfungsi menjalankan undang-udang; 
                                                          
22Imam Amrusi Jaelani, et al.., Hukum Tata Negara Islam...22 
23J. Sayuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,1997), 40. 
24Imam Amrusi Jailani,et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Pres,2011), 29 
 



































3. Lembaga yudikatif (sultah qada’iyyah), lembaga ini adalah 
lembaga yan g menjalankan kekuasaan kehakiman. 
Sebagaimana yang dikutip oleh Imam Amru Jailani menurut 
Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam konsep negara islam itu 
dibagi menjadi lima bidang kekuasaan, yaitu:25 
1. Sultah Tanfhidiyyah (kekuasaan penyelenggara undang-
undang) 
2. Sultah Tashri’iyyah (kekuasaan pembuat undang-undang) 
3. Sultah Qada’iyyah (kekuasaan kehakiman); 
4. Ssultah Maliyah (kekuasaan keuangan); 
5. Sultah Muraqabah wa Taqwin (kekuasaan pengawasan 
masyarakat) 
Di dalam perkembanganya, lembaga peradilan dalam konsep 
Hukum Tata Negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang di 
tangani.Lembaga peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada’, Wilayah 
al-Mazalim dan Wilayah al-Hisbah.Wilayah al-Qada’ adalah lembaga 
peradilan yang berwenang memutuskan perkara awam antara sesame 
warganya, baik perdata maupun pidana. Wilayah al-Misbah adalah 
lembaga paradilan yang berwenang untuk menjalankan amar ma’ruf dan 
mencegah yang mungkar. Sehingga wilayah al-Hisbah adalah suatu 
kekuasaan kehakiman yang khusus menangani persoalan moral dan 
wewenangnya lebih luas dari wilayah al-Qada’.Wilayah al-Hisbah 
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menekankan ajakan untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk 
kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan ridha Allah. 
Sedangkan wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara 
khusus menangani kezaliman para penguasa , pejabat dan keluarganya. 
Untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, 
dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga 
negara. 
D. Wilayah Al-Mazalim 
Kata wilayah al-Mazalim merupakan gabungan dua kata, yaitu 
wilayah al-Mazalim.Kata wilayah secara literal berarti kekuasaan 
tertinggi, aturan dan pemerintahan, sedangkan kata al-Mazalim adalah 
bentuk jamak dari kata mazlimah yang secara literal berarti kejahatan, 
kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman.26 
Sedangkan secara terminology wilayah al-Mazalim berarti 
“kekuasaan hakim yang muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus 
yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi menyangkut kasus-
kasus penganiayaan yang di lakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa”. 
Adapun Wilayah al-Mazalim adalah lembaga peradilan yang secara 
khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hal-
hak rakyat.Wilayah al-Muzalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara 
hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan 
keluarganya.Untuk mengambil hak-hak rakyat yang telah diambil oleh 
                                                          
26H. A. Basiq Djalil, peradilan Islam, (Jakarta; Amzah, 2012), 113. 
 



































mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan 
warga negara.Yang diamksudkan penguasa dan definisi ini menurut al-
Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintah mulaipejabat tertinggi sampai 
pejabat paling rendah.27 
Dan menurut Muhammad Iqbal mendefinisikan Wilayah al-
Muazalim adalah sebagai lembaga peradilan yang menyelesaikan 
penyelewengan pejabat negara dalam melaksankan tugasnya seperti, 
pembuasan keputusan politik yang merugikan dan melanggar 
kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang 
melanggar HAM rakyat, secara opersional. 
Wilayah al-Muzalim bertugas mengadili para pejabat negara, 
meliputi khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat 
zalim kepada rakyat. Sebagian dari perkara-perkara yang diperikasa dalam 
lembaga ini adalah perkara-perkara yang diajukan oleh seseorang yang 
teraniaya dan sebagaiannya pula tidak memedukan pengaduan dari yang 
bersangkutan, tetaoi memang jadi wewenang lembaga ini untuk 
memeriksanya. 
Segala masalah kezaliman apapun yang dilakukan individu baik 
dilakukan oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara 
beserta kebijkannya, tetap dianggap sebagai tidak kezaliman, sehingga 
diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak 
kezaliman tersebut, ataupun orang-orang yang menjadi wakil khilafah 
                                                          
27Imam Amru Jailani, et al.., Hukum Tata Negara...33. 
 



































dalam masalah inni, yang disebut dengan Qadl al-Muzalim, artinya akan 
diangkat Qadl al-Muzalim untuk menyelesaikan segala tindak kezaliman. 
Dari situ terlihat bahwa Wilayah al-Muzalim memiliki wewenang 
untuk memutuskan perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik 
menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut penyimpanan 
khalifah terhadap hukum-hukum shara’ atau yang menyangkut makna 
salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) 
penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti 
memberikan keputusan terhadap perintah penguasa.Artinya, perkara itu 
harus dikembalikan kepada Wilayah al-Muzalim atau keputusan Allah dan 
rasulnya, kewenangan seperti ini menujukkan bahwa peradilan dalam 
Wilayah al-Muzalim mempunyai putusan final.28 
wilayah al-Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang 
pengadilan, yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan kekuasaan 
muhtasib. Lembaga ini memeriksa perkara penganiayaan yang dilakukan 
oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim ataupun anak-anak dari orang 
yang berkuasa.29 
Mazalim pada umumnya di selengarakan di masjid di bawah 
kepemimpinan langsung sang khilafah dan terkadang pebguasa wilayah 
atau orang yang mewakilinya. Orang yang duduk di mejelis Mazalim 
                                                          
28 Ibid, 33 
29Hasbi Ash Shiddieqiy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Yogyakarta:PT. Pustaka Rizki Putra, 
1997), 92. 
 



































dikelilingi lima kelompok yang majelis tidak dapat di selenggarakan 
kecuali dengan kehadiran mereka.30 
Kelima kelompok tersebut adalah: 
1. Aparat keamanan dan beberapa pembantu, mereka terdiri atas 
petugas kepolisian yang berpungsi untuk menangani orang-
orang yang mencoba untuk melakukan tindak kekerasan atau 
berusaha lari dari hadapan hakim. 
2. Para hakim, mereka menghadiri siding mahkamah mazaalim 
untuk menghimpun berbagai hal yang berkaitan dengan 
tuduhan kedua belah pihak dan mengambil kesimpulan hukum 
untuk diaplikasikan pada perkara yang diajukan kepada 
mereka. 
3. Para ahli fiqh, mereka ditunjuk untuk menjadi rujukan tentang 
permasalahan yang sulit. 
4. Para saksi, yaitu yang memberikan kesaksian tentang hal yang 
mereka ketahui prihal pertengkaran dari pihak yang bertikai 
5. Sekretaris, yaitu untuk mencatat ucapan pihak-pihak yang 
bertikai dan menetapkan hak dan kewajiban mereka.31 
 
1. Sejarah Wilayah Al-Mazalim 
Wilayah al-mazalim sudah dikenal di arab sebelum islam, hal ini 
merupakan wujud komitmen orang-orang quraisy untuk menolak segala 
                                                          
30Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, (Jakarta:Qisthi Press, 2015), 550 
31Ibid,. 
 



































bentuk kezaliman sekaligus memberikan pembelaan terhadap orang-orang 
yang dizalimi. 
 Dalam satu riwayat dari az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada 
seorang laki-laki yaman yang berasal dari Bani Zubaid datang ke kota 
Makkah untuk berdagang, kemudian ada orang dari Bani Sahm (ada yang 
menyebut bernama Al-Ash bin Wail) membeli dagangannya. Laki-laki 
yang mengambil barang lebih dari jumlah yang ditentukan, saat pedagang 
meminta kembali barang yang diambil ia menolak. Akhirnya, hilanglah 
kesabaran si pedagang dan ia berteriak di atas sebongkah batu di samping 
ka’bah seraya melantunkan syair yang berisi ancaman terhadap kezaliman 
yang ia rasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon positif dari 
orang-orang Quraish. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sufyan dab 
Abbas bin Abdul Mushalib dalam membantu mengembalikan hak 
pedagang tersebut. Orang-orang quraish berkumpul di rumah Abdullah bin 
Jadz’an untuk membuat kesepakatan menolak segala bentuk kezaliman di 
Makkah sehingga persitiwa yang telah terjadi tidak terulang. Kesepakatan 
itu di kenal dengan ”hif al-fudhud”. Pada saat persitiwa tersebut Nabi baru 
berusia 25 tahun.32 
 Pada masa Nabi beliau pernah memerankan fungsi ini ketika 
terjadi kasis irigari yang dipertentangkan oleh Zubair bin Awwam dengan 
seorang dari golongan Anshar. Seorang dari golongan Anshar tersebut 
berkata, “Alirkan air tersebut kesini,” namun Zubair menolakya.Kemudian 
                                                          
32Basiq, Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta:Amzah,2012),114 
 



































Nabi berkata, “Wahai Zubair, alirlkan air tersebut ke lahanmu, kemudian 
air tersebut kelahan tetanggamu.”Oranng Anshar tersebut marah 
mendengar ucapan Nabi seraya berkata, “Wahai Nabi, (Pantas kamu 
mengutamakan dia) bukankah dia anak perempuanmu?” mendengar 
jawaban ini, memerahlah wajah Nabi seraya berkata, Wahai Zubair, aliran 
air tersebut keperutnya hingga sampai ke kedua mata kakinya.”33 
 Pada masa khilafah para sahabat disibukan dengan berbagai 
aktivitas jihad, sedangkan para khilafah berusaha keras dalam menegakkan 
keadilan, kebenaran dan mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi 
sehingga kasus-kasus yang menjadi kompetenasi wilayah al-mazalim 
sangat sedikit jumlahnya.Pada waktu itu, apabila para sahabat merasa 
kebingungan terhadap suatu permasalahan mereka mencakupkan diri 
kembali kepada hukum al-qadha. 
Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan 
mazalim sudah  dipraktikkan sejak zaman Nabi dan Khulafur ar-Rasyidin, 
namun keberadaanya belum diatur secara khusus. 
Pada masa Bani Umayyah, wilayah al-mazalim menjadi lembaga 
khusus tepatnya pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (685-
705 M). Ia adalah penguasa islam pertama yang membentuk lembaga al-
Muzalim (peradilan khusus). Ia menyediakan waktu khusus untuk 
menerima pengaduan-pengaduan kasus al-mazalim.Jika Abdul Malik 
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menemui kesulitan dalam memutuskan hukum, ia berkonsultasi dan 
meminta pertimbangan kepada Ibnu Idris al-Azdi. 
Hal ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada mas 
Umar bin Abdul Aziz, lembaga al-Muzalim makin efektif. Khalifah Umar 
terkenal dengan keadilannya sehingga lembaga ini digunakan sebaik 
mungkin demi menegakkan keadilan. Misalnya, ia kembalikan pula rumah 
yang dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim Thalhah. 
Dengan demikian, pada masa Umayyah wilayah al-mazalim telah 
menemukan bentuknya meskipun belum sempurna. Hal ini terjadi karena 
pelaksanaan wilayah al-mazalim masih ditangan penguasa. 
Keberpihakannya kepada keadilan dan kebenaran sangat bergantung 
kepada keadilan dan kejujuran penguasa itu sendiri, Umar bin Abdul Aziz  
berhasil dengan peradilan al-mazalim-nya karena dia adalah seorang yang 
jujur dan adil.34 
 Pada masa Bani Abbasiyah, wilayah al-mazalim masih tetap 
mendapat perhatian besar, diceritakan pada hari ahad, Khalifah Al-
Makmun sedang membuka kesempatan bagi masyarakat untuk 
mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat, datang seorang 
wanita dengan pakaian jelek tampak dengan kesedihan. Wanita tersebut 
mengadukan bahwa anak sang khalifah al-Abbas menzaliminya dengan 
merampas tanah haknya, kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, 
Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di depan khalifah. 
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Di tengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara 
lantang sampai mengalahkan suara Al-Abbas sehingga paera pengawal 
istana mencelanya.Kemudian khalifah al-Makmun berkata, “Dakwahnya 
benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebathilan membuat 
anakku membisu.” Kemudian hakim mengembalikan hak siwanita dan 
hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifah.35 
2. Dasar Hukum Wilayah Al-Mazalim 
Al-qadha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran 
Islam, prinsip-prisip keadilan dalam Islam menjadi landasan pokok 
pelaksanaan syariat Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran surat 
An-Nisa ayat 135 : 
  أَنْ ُفِسُكْم أَِو اْلَىاِلَدْيِن َواْْلَقْ َربِينَ  يَا أَي َُّوا الَِّذيَن آَمُنىا ُكىنُىا قَ ىَّاِميَن بِاْلِقْسِط ُشَوَداَء لِلَِّه َوَلْى َ َلىف 
 
ِإْن  ۚ
 َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقيرًا فَاللَُّه أَْوَلىف ِبِوَما 
 
 اللََّه  َوِإْن تَ ْلُىوا أَْو تُ ْعرُِضىا فَِإنَّ  ۚ  ْعِدُلىا َفََل تَ َِّعُعىا اْلَوَى ف َأْن تَ  ۚ
 َكاَن ِبَما تَ ْعَمُلىَن َخِعيرًا
135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-
benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun 
miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu 
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran.dan jika 
kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka 
Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu 
kerjakan. 
   
 Kerangka dasar pelaksanaan peradilan Islam dalam menangani 
perkara pernah dilakukan oleh Umar bun Khattab, kerangka dasar tersebut 
                                                          
35Ibid,. 116 
 



































terdapat dalam suratnya kepada Abu Musa al-Asy’ari yang kemudian 
menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat umar tersenut tedapat 
delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar peradilan yaitu: 
1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan 
oleh Allah SWT. Dan suatu anjuran Rasul yang harus diikuti. Maka 
pahamilah benar-benar jika ada suau perkara yang dibentangkan 
kepadamu dan laksanakalah jika benar. 
2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang 
tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah 
manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga 
bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecurangan dan orang 
yang lemah tidak terputus harapan dari keadilan. 
3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah ditemukan oleh orang 
yang mendakwa dan sumpah hendaklah dilakukan oleh orang yang 
mungkin 
4. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari 
kalangan muslim , kecuali perdamaian yang mengahalalkan barang 
yang haram atau mengharamkan barang yang halal. 
5. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum 
terkumpul di tangannya maka berikanlah kepada orang itu yang 
ditentukan. Jika ia dapat mengemukakan bukti-bukti tersebut 
berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesailah 
 



































persoalanya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah 
sebaik-baik penangguhan. 
6. Tidak akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada 
suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau 
mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kepada kebenaran 
karena kebenaran itu qadiim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, 
dan kembalinya kebenaran itu lebih baik daripada terus menerus dalam 
kesesatan. 
7. Kaum muslimin adalah orang-orang yang adil terhadap sesame 
mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang yang 
pernah dikenakan hukuman jilid atau orang yang tertuduh dalam 
kesaksian karena kerabat hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati 
hambanya dan melindungi mereka dari hukuman-Nya kecuali ternyata 
dengan bukti-bukti yang sah atau bersumpah. 
8. Pahamilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang 
perkara yang tidak terdapat didalam al-Quran atau sunnah nabi, 
kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan 
cari pula contoh-contohnya, kemudian berpeganglah menurut 
pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak 
miripnya kepada yang benar.36 
Dalam surat yang lain Allah juga berwasiat kepada penguasa untuk 
menerapkan hukum kepada manausia sesuai dengan kebenaran yang 
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diturunkan dari sisi Allah seperti yang tertuang dalam Al-Quran surah 
Shaad ayat (26) : 
 
َ يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اْْلَْرِض فَاْحُكْم بَ ْيَن النَّاِس بِاْلَحق ِ  ِعي ِِ َ   َو َا تَ َِّعِ  اْلَوَى ف فَ ُيِللَّ ََ ْن 
ِعي ِِ اللَِّه َلُوْم َ َذاٌب َشِديٌد ِبَما َنسُ  ۚ  اللَِّه  ََ ىا يَ ْىََ اْلِحَسابِ ِإنَّ الَِّذيَن َيِللُّىَن َ ْن   
 
26. Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) 
di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan 
adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 
menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat 
darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 
melupakan hari perhitungan. 
 
dari ayat tersebut Allah tegaskan akan memberikan azab kepada orang-
orang yang sesat dari berbuat keadilan.37 
3. Anggota Wilayah al-Muazalim 
Dalam struktur dewan penanganan al-Muazalim harus terdapat lima 
orang yang mutlak dibutuhkan oleh Nazir al-Muzalim dan penanganan 
yang dilakukan tidak akan bisa berjalan secara tertib dan lancar kecuali 
dengan adanya lima orang tersebut. Mereka adalah;38 
a) Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat 
dan menangani tersangka yang berani; 
b) Para qadhi untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang 
tertetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang 
                                                          
37Al-Quran surat shaad ayat 26 
38Wahbah Az-Zuhaili, fiqih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 378. 
 



































berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara 
pihak-pihak yang berperkara;  
c) Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan di dalam hal yang 
masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang 
hal-hal yang masih kabur dan bekum jelas baginya; 
d) Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang 
berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk 
dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka 
ajukan; 
e) Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan 
oleh Nazir al-Muzalim dan keputusan hukum yang ia putuskan. 
Apabila para anggota majelis sidang peradilan al-Muzalim tersebut 
telah lengkap, Nazir al-Muzalimbaru memulai tugasnya dalam 
menangani perkara-perkara al-Muzalim yang ada. 
E. KewenanganWilayah al-Mazalim 
Nazir al-Mazalim memiliki sejumlah wewenang tugas, dan 
kompetensi. S ebagian di antaranya bersifat konsultif yang berkaitan 
dengan pengawasan penerapan hukum-hukum syara’, sebagiannya lagi 
bersifat administratif yang berkaitan dengan pengawasan kinerja dan 
perilaku para pejabat serta pegawai negara meski tanpa ada pihak yang 
mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang menimpanya, 
sebagaimana yang tampak dari tiga wewenang dan kompetensi pertama, 
dan ada sebagiannya lagi yang bersifat jurisdisial yang berkaitan dengan 
 



































penyelesaian persengketaan yang terjadi diantara pejabat negara dan warga 
negara biasa atau sendiri. Tugas, wewnang, dan kompetensi tersebut 
terperinci adalah sebaigai berikut: 
1. Menangani kasus-kasus tindakan pelanggaran dan penganiayaan yang 
dilakukan oleh para pejabat negara terhadap warga negara biasa dan 
perilaku kesewenang-wenangan. Yang mereka lakukan. 
2. Menangani kasus-kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh para 
pegawai negara terkait pengumpulan harta (seperti zakat. Kharaaj, 
pajak dan sebagainya) yang mereka lakukan. Dalam hal ini, nazir al-
mazalim berpatokan pada kitab undang-undang acuan dan pedoman 
yang dibuat oleh para imam untuk dipatuhi oleh masyarakat dan 
dijadikan patokan dalam masyarakat evaluasi terhadap para pegawai, 
mengaudit jumlah yang mereka ambil yang melebihi batas ketentuan 
yang ada, lalu jika kelebihan itu mereka memasukkan kedalam baitul 
mal, diperintahkanlah untuk diri mereka sendiri, mereka diperintahkan 
untuk mengembalikannnya lepada para pemiliknya. 
3. Meneliti, mengoreksi dan mengevaluasi kinerja para juru tulis ad-
dawaawiin, ini karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh 
kaum muslim untuk mencatat harta mereka, baik harta yang berhak 
mereka dapatkan maupun harta yang harus mereka serahkan. Dalam 
menjalankan tiga wewenang, tugas, dan kompetensi ini, Nazir al-
Mazalim tidak membutuhkan adanya laporan dari korban kezaliman. 
 



































4. Menangani perkara-perkara kezaliman yang menimpah para pegawai 
negeri dan pasukan berupa gaji mereka yang kurang dari yang 
seharusnya atau keterlambatan pembayarannya. 
5. Mengembalikan harta yang digasah dan dirampas tanpa hak. Harta yang 
digasah ada dua macam, yaitu sebagai berikut: 
a. Harta yang digasab dan dirampas oleh para pejabat negara yang 
zalim tanpa hak, ada kalanya mereka mengrmbalikan untuk 
negara atau untuk diri mereka sendiri. Ketentuannya, nazir al-
mazalim memerintahkan supaya harta gasaban itu dikembalikan 
kepada para pemiliknya jika ia mengetahui hal itu ketika 
melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pejabat negara 
meskipun belum ada laporan dari para korban. Adapun jika ia 
tidak mengetahuinya, proses penanganan menunggu adanya 
laporan dari para korban, nazir al-mazalim bisa mengacu pada 
diiwan as-sulthanah (buku catatan negara), tanpa membutuhkan 
pengajuan bukti-bukti dari para korban. 
b. Harta yang digasab oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan 
dan pengaruh yang berperilaku seperti perilaku para penguasa 
dan raja dengan menggunakan paksaan dan tekanan. 
Penanganan harta-harta gasaban ini tergantun pada adanya 
laporan dari para korban. Harta gasaban tersebut tidak disita dari 
tangan pelaku menggasabannya kecuali dengan berdasarkan 
salah satu dari empat hal: pengakuan perilaku nazir al-mazalim 
 



































memang mengetahuinya, bayyinah (saksi) yang memberikan 
kesaksian atas penggasaban yang terjadi, atau berdasarkan 
berita-berita yang beredar yang terjamin keontetikannya, tidak 
memunculkan keraguan, dan tidak memungkinkan adanya 
rekayasa, konspirasi, dan persekongkolan. 
6. Menjalankan pengawasan terhadap urusan-urusan wakaf,. Dalam hali 
ini, wakaf ada dua macam: 
a. Wakaf umum untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, seperti 
masjid, madrasah, sekolah dan sebagainya. Nazir al-mazalim 
bertugas menangani dan mengawasi wakaf-wakaf seperti ini 
meskipun didalamnya tidak ada laporan kezaliman. Nazir al-
mazalim bertugas mendistribusikan hasil wakaf tersebut kepada 
piha-pihak yang berhak mendapatkannya dan melaksanakan 
ketentuan dan syarat-syarat pihak yang berwakaf jika nazir al-
mazalim mengetahuinya dari salah satu tiga sumber berikutnya, 
pertama, dari buku catatan atau arsip para pegawai pengawas dan 
penjaga hukum. Kedua, dari buku catatan dan arsip negara. Ketiga, 
dari dokumen-dokumen kuno yang menurut dugaan kuat dokumen 
lama itu terjamin kebsahannya meskipun tidak ada para saksi yang 
memberikan kesakisan terhadap dokumen lama itu. 
b. Wakaf-wakaf khusus, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi orang-
orang yang tertentu. Dalam kaitannya dengan wakaf ini, nazir al-
mazalim baru bisa menangani kasus persengketaan yang terjadi 
 



































didalamnya jika ada laporan dari pihak-pihak yang berhak 
mendapatkannya tentang kezaliman yang menimpa mereka. 
7. Merealisasikan putusan-putusan hukum yang diputuskan oleh qadhi yang 
qadhi tersebut tidak kuasa merealisasikannya dikarenakan pihak yang 
diputus bersalah tidak bersedia menghormsti kepututsan tersebut dan ia 
adalah orang yang terhormat dan memiliki kedudukan kuat. 
8. Menangani perkara-perkara yang tidak kuasa ditangani oleh para petugas 
al-hisbah petugas yang ditunjuk untuk menjalankan tugas amar makruf 
nahi mungkar) yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan-
kemaslahatan umum, seperti perbuatan melakukan kemungkaran secara 
terang-terangan yang petugas al-hisbah tidak kuasa mencegahnya, 
tindakan melakukan gangguan dan pelanggaran di jalan yang petugas al-
hisbah tidak kuasa menangani dan mencegahnya, dan tindakan 
perampasan hak yang petugas al-hisbah tidak kuasa menanganinya dan 
tidak mengembalikan hak-hak itu kepada pemiliknya. 39 
Kewenangan yang dimiliki oleh wilayah al-mazalim adalah 
memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim, 
atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses 
peradilan, seperti kezaliman atau ketidak adilan yang dilakukan oleh 
penguasa dan keerabat khalifah, pegawai pemerintah dan hakim-hakim, 
sehingga kekuasaan wilayah al-mazalim lebih luas dari kekuasaan qada.40 
                                                          
39 Ibid, 378-380 
40Basiq Djalil, Peradilan Islam (Jakarta: Amzah,2012), 160 
 



































Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut wilayah 
al-mazalim, yaitu sebagai berikut: 
1. Ketidak adilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadap 
rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-
mazalim tidak boleh membiarkan kezaliman, ia harus 
menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan dan 
mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil 
2. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam 
penarikan pajak. Kewenangan wilayah al-mazalim adalah 
mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak 
dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang 
bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan 
harta dan pajak kepada pemiliknya  
3. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah, karena umat 
Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta 
benda.  
4. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang 
yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau 
keterlambatanya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut 
tidak diberikan atau dikurangi, tugas nadir al-mazalim adalah 
memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan 
apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang 
diambil bait al-mal, 
 



































5. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua 
macam, yaitu: 
1) Ghusub as-sulthaniyah, yaitu perampasan yang dilakukan 
oleh para gubernur yang zalaim, baik karena kecintaanya 
terhadap harta tersebut karena keinginannya untuk 
menzalimi. Tugas nadir al-mazalim adalah mencegah 
perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah 
dilakukan maka tergantung kepada pengaduan yang 
dizalimi tersebut 
2) perampasan yang dilakukan oleh ”orang kuat”.41 
Dalam kondisi ini pemrosesan perkara tergantung kepada 
pengaduan atau adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak 
bisa diambil kecuali dengan empat perkara 
a. pengakuan dari orang yang merampas tersebut 
b. perampasan tersebut diketahui oleh wali al-mazalim dan ia 
boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya, 
c. adanya bukti yang menunjukan dan menguatkan tindak 
kezaliman tersebut, 
d. adamya berita yang kuat tentang kezaliman tersebut. al 
mazalim juga berwenang mengawasi harta wakaf . harta wakaf 
ini ada dua macam, yaitu pertama, Wakaf umum, tugas nadir 
al-mazalim adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak 
                                                          
41Ibid,. 118 
 



































disalah gunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang 
adanya penyimpangan, kedua wakaf khusus, tugas nadir al-
mazalim adalah memproses perkara setelah adanya pengaduan 
mengenai penyimpaangan terhadap wakaf tersebut, 
e. menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa 
menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status dan 
kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, nadir al-mazalim 
harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan yang lebih tinggi 
dari terdakwa.42 
Kewenangan wilayah al-mazalim kemudian juga mencakup 
kewenangan terkait: 
1) Menjalankan fungsi nadir al-hisbah ketika ia tidak mampu 
menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara 
menyangkut kemaslahatan orang banyak, 
2) Memelihara ibabah-ibadah yang mengandung syiar Islam, 
seperti perayaan hari raya, haji, dan jihad dengan mengatur 
agenda dan prosesdur yang perlu dipenuhi karena hak Allah 
lebih utama daripada hak lainnya, 
3) Nadir al-mazalim juga diperbolehkan memeriksa orang-
orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi 
                                                          
42ibid 
 



































mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan 
yang berlaku di lembaga qada.43 
Dari uraian di atas terkait wewenang wilayah-almazalim dapat kita 
simpulkan bawah lembaga ini berperan untuk memutuskan perkara apapun 
dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun 
menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum 
syara’ atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan 
yang sesuai tabbani (adpsi) khalifah44 
Keberadaan lembaga al-mazalim itu memilik arti yang sangat 
penting, terutama dalam menjaga keuangan-keuangan negara dari tindakan 
korupsi.Sedangkan hakim pada wilayah al-hisbah tidak memiliki peranan 
tersebut.hakim pada wilayah al-mazalim memiliki peran untuk 
menetapkan dan mengeksekusi secara langsung, sedangkan pada wilayah 
al-hisbah perannya terbatas.45 
  
                                                          
43ibid 
44Imam Amrusi Jailani,et al., Hukum Tata Negara Islam (Surabaya: IAIN Pres,2011), 34 
45ibd 
 



































KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
DALAM HAL PENYADAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA 
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
A. Komisi Pemberantasan Korupsi 
1. Pengertian Komisi Pemberantasan korupsi 
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) hal ini secara tegas 
diatur dalam konstitusi pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konsep adanya negara hukum 
maka segala bentuk kebijakan diatur oleh hukum.Masyarakat yang 
semakin berkembanng ternyata menghendaki negara memiliki struktur 
organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka.Terwujudnya 
efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan publik maupun 
dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi 
harapan masyarakat yang ditumpukkan kepada negara.Perkembangan 
tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, 
termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban 
atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga Negara 
baru yang dapat berupa dewan (council), komisi (commission), 
komitecommittee),46
                                                          
46 Jimly Assidiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Revormasi, Sekertaris  
 



































Salah satu lembaga yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia 
adalah KPK, lembaga inidibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda 
pemberantasan korupsiyang merupakan salah satu agenda terpenting 
dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia.47 
Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara 
konvensional selama ini terbukti  mengalami berbagai hambatan. 
Meningkatnya angka tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan 
membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional 
tatapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. 
Tindak pidana korupsi yang makin meluas dan sistematis juga merupakan 
pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sehingga tindak 
pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan  
telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)  yang 
memerlukan upaya  pemberantasan  dengan cara-cara yang luar biasa 
pula.48 
Tindak  Pidana Korupsi di Indonesia merupakan extra ordinary 
crime  yang  membutuhkan penangan khusus dari lembaga yang khusus 
pula. Korupsi tidak saja merusak keungan negara dan potensi ekonomi 
negara, tetapi juga meluluh lantahkan pilar-pilar sosio budaya, moral,  
                                                          
47Mahmuddin Muslim, Jalan Panjang Menuju KPTPK, (Jakarta:GeRAK Indonesia, 2004), 33 
48 Evi Hartanti, Tindak Pidana ...,69. 
 



































politik dan tatanan serta keamanan masyarakat, dan individu anggota 
masyarakat.49 
Dalam pasal 1 angka 1 bab I Ketentuan umum Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  Tindak 
Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 
undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 
1999 tentang  Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2001 tengantung 
berubahan atas Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi diartikan barang siapa  
dengan sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 
atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan 
keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut 
disangka olehnya bahwa perbuatan tersebuat  merugikan keuangan 
negara.50Korupsi juga diartikan setaiap orang yang menguntungkan diri 
sendiri atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, atau sarana 
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian.51 
                                                          
49 Ibid 
50 Pasal 3 Bab 2 tentang Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomer 31 tahun 1999... 
51  Ermansjah Djaja, Membarantas  Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2010),23. 
 



































Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum, pemerintah telah 
meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memmerangi 
tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu badan khusus. 
Berdasarkan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiaman telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut 
disebut Komisi Pembrantasan Korupsi yang memiliki kewenangan 
melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyadapan 
dalam melakukan penyelidikan,  penyidikan, dan penuntutan. Adapun  
mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung 
jawaban , tugas dan wewenang keanggotaannya diatur dengan undang-
undang.52 
Komisi Pemberantsan Korupsi adalah lembaga negara dalam 
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan 
manapun53.Hal tersebut dinyatakan dalaam pasal 3 undang-undang Nomor 
19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
perubahan kedua. 
Secara resmi, KPK dibentuk pemerintahan pada bulan Desember 
tahun 2003, berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang 
Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan meneruskan 
                                                          
52Pasaal 2 ayat (1) Bab 2 tengtang Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasn Tindak Pidana Korupsi. 
53Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi 
 



































kinerja lembaga sebelumnya yang gagal melawan tirani dan 
otoritarianisme in casu, kegagalan lembaga kejaksaan dan kepolisian yang 
menjalankan fungsi pemberantasan korupsi.54 Dalam bagian konsideran 
huruf a dan b undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa, dinetuknya 
lembaga tersebut karena disatu sisi realitas korupsi di Indonesia semakin 
memprihatinkan dan menimbulkan kerugian besar terhadap keuangan dan 
perekonomian Negara sehingga menghambat pembangunan nasional 
dalam mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat. 
Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan di nilai 
belum terlaksana secara optimal, karena aparat penegak hukum yang 
bertugas menangani tindak pidana korupsi di pandang belum dapat 
berfunsi secara efektif dan efisien.55 
 
2. Sejarah Komisi Tindak Pidana  Korupsi di Indonesia 
Soedarso menyatakan bahwa kultur korupsi di Indonesia sudah 
dimulai sejak zaman Multatuli, yaitu penyalagunaan jabatan masih marak 
terjadi. Saat menjadi ambtenaar kontrolir, Multatuli melaporkan bayak 
kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Bupati Lebak dan Wedana 
Parangkunjang (Banten Selatan) kepada atasanya dan meminta supaya 
terhadap mereka ini dilakukan pengusutan. Menurut Multitali Bupati 
tersebut telah menggunakan kekuasaanya melebihi apa yang diperolehkan 
                                                          
54Halid Alkaf,et al. pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi (Jakarta:Center for the study of 
religion and culture, 2011), 116 
55Artidjo Alkostar, Korupsi Politik Di Negara Modern (Yogyakarta:UII Press,2008),377. 
 



































oleh peraturan, denagan memperkaya diri sendiri. Kejahatan yang timbul 
adalah suatu bentuk onderdanigheid, yaitu sikap tunduk dari penduduk 
yang semasa itu sedang dilingkupi semena-mena oleh penjajah maupun 
maupun penguasa setempat. 
Hamzah menyatakan bahwa penyalagunaan kewenangan 
kekuasaan yang dimaksud Soedarsono telah diatur dalam KUHP. Karena 
pada masa itu penyalagunaan kekuasaan telah diperhitungkan secara 
khusus oleh pemerintah Hindia Belanda sewaktu penyususnan Wetboek 
van Strafrecht  misal saja pada pasal 423 KUHP mengenai kejahatan-
kejahatan knevelarij (pemerasan), yang rumusannya sebagai berikut: 
Pegawai Negeri yang denagan bermaksud menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain dengan menyalagunakan kekuasaanya telah memaksa orang lain 
untuk menyerahkan sesuatu suatu pembayaran atau telah melakukan 
pemeotongan terhadap suatu pembayaran atau untuk melakukan suatu 
pekerjaan untuk  pribadi.56 
Meskipun terdapat aturannya, namun dewasa ini masyarakat 
seolah-olah bersikap pasrah terhadap kemungkinan menjadi korban dari 
tindak pidana yang dimaksudkan dalam pasal 433 KUHP tersebut, atau 
bahkan pendapat lemintang bahwa rakyat sudah menjadi bebal terhadapa 
tindak pidana kseperti itu dianggap sudah biasa bahkan mereka menjadi 
terbiasa bahkan mereka terbiasa mentolerir diri mereka menjadi korban 
kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri. 
                                                          
56 Buku Informasi Mudul 05. Tindak Pidana Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal 7 
 



































Di masa suharto menyatakan kometmen yang sama saat itu pada 
tahun 1970 bersamaan dengan Peringantan  Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia saat itu Soeharto mencoba meyakinkan rakyat bahwa kometmen 
memberantas korupsi dalam pemerintahannya sangat besar dan ia juga 
menegaskan bahwa dia sendiri yang akan memimpin pemberantasan 
korupsi. Bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru pada tahun 
1957, dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor 
PRT/PM/06/195.Peraturan yang dikenal denagan Peraturan tengtang 
Pemberantasan Korupsi dimana Peraturan ini dibuat oleh Penguasa militer 
Anagkatan Darat dan Angkatan Laut. 
Di awal pemerintahan Orde barau, pemerintah menerbitkan keppres 
Nomer 28 Tahun 1967 tentang pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi 
dalam pelaksanaanya,tim tidak bisa melakukan pemberantasan secara 
maksimal, hampir dikatakan tidak berfungsi ini malahan memicu berbagai 
bentuk protes dan demontrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 
1970 yang ditandai dibentuknya Komisi IV yang bertugas menaganalisa 
permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan birokrasi dan 
mengeluarkan rekomendasi untuk mengatasinya. 
Masih ditahun yang sama mantan wakil presiden pertama Bung 
Hatta memunculkan wacana bahwa korupsi telah mengakar di Indonesia. 
Padahal lanjut Bung Hatta,korupsi telah menjadi prilaku dari sebuah rezim 
baru yang dipimpin oleh Suharto, padahal usia rezim ini masih begitu 
muda. Hatta seperi merasakan pendiri cita-cata pendiri Rebublik ini telah 
 



































dihianati dalam masa sangat muda.Ahli sejarah mengungkapakan, “Hatta 
saat itu merasa cita-cita negaranya merasa dihianati dan lebih parah lagi 
karena korupsi itu justru deberi fasilitas.Padahal menurut dia, tak ada 
kompromi apapun dengan korupsi.57 
Komisi Pemberantasan Korupsi  bediri pada atahun 2002 oleh 
Presiden  Megawati Soekarnoputri. Adapun pembembentukan Komisi 
Pemberantasan Korupsi ini didasarkan karena Presiden Rebuplik Indonesia 
melihat institusi kepolisian dan kejaksaan belum berhasil untuk menagkap 
para koruptor dirasa tidak sanggup sehingga dibentunya Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
Gagasan awal berdinya Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri 
sudah mencul sejak era pemerintahan BJ Habibie yang mengeluarkan 
Undang-Undang Nomer 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan 
Neagara yang bebas dabersih dari KKN. BJ Habibie selanjutnya 
membentuk berbagai badan atau komisi baru seperti KPPU atau Lembaga 
Ombusmen, KPKN. Untuk lebih serius menagani Korupsi di Indonesia, 
Presiden selanjutnya Abdurrahman Wahid telah memebentuk  TGPTPK( 
Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dibentuk sesuai 
dengan Keputusan Presiden yang di pimpin oleh Hakim Agung Andi 
Andojo. Ditengah semangat Pemberantasan Korupsi TPGPTPK 
dibubarkan lewat judicial review   di Mahkamah Agung . 
 
                                                          
57https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-
korupsi-di-indonesia.  (diakses pada tanggal 11 Desember 2019 pukul  03:00 WIB). 
 



































3. Kedududukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lemabaga 
Independen 
 
Lembaga negara independen adalah lembaga yang dalam 
pelaksaannya fungsinya tidak memposisikan diri sebagai salah satu dari 
tiga lembaga kekuasaan sesuai trias politica.Bayak istilah yang menyebut 
jenis lembaga baru ini antara lain, auxiliary institutions atau state auxiliary 
organ yang berarti institusi atau organ negara penunjang, kemudian 
adapula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lemabaga negara 
bantu, ataupun komisi negara58 
Komisi Pemberantsan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat 
independen dan berkaitan denagan kekuasaan kehakiman tetapi tidak 
berada dibawah kekuasaan kehakiman. Hal ini juga ditegaskan terkait 
status keberadaan sebuah lembaga negara, seperti apa yang pernah 
dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sebauah putusan yang 
menyatakan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia, kelahiran lembaga-
lemabag negara baru berbagai bentuk merupakan sebuah konsekuensi logis 
dari negara demokrasi modern yang ingin secara lebih sempurna 
mejanalankan prinsip kakuasaan pemerintah. 
 Maraknya pembentukan lembaga-lemabaga  negara baru juga karena 
tekanan iternal yang  ada di Indonesia berupa kuatnya reformasi politik, 
hukum, dan sistem masyarakatan secara politik dan hukum telah 
                                                          
58https://googlewblight.com/i?u=hhtps://tommizhuo.wordpress.com/2016/08/21/kedudukankomisi-
pemberantasan-korupsi-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-sebagai-lembaga-
negaraindependen/&hl=id-ID  (diakses pada tanggal 4 Desember 2019 pukul  16.24 WIB). 
 



































menyebabkan dekonsentarasi kekuasaan negara dan reposisi atau 
resttrukturisasi dalam sistem ketatanegaraan. Secara eksternal berupa 
fenomena gerakan arus global pasar bebas, demokrasi dan hak asai 
internasioanal.59 
Pembentukan lemabaga-lemabaga negara mandiri di Indoensia 
(dalam hal ini KPK) menurut Luthfie Yazid atas beberapa hal  peneting 
yakni pertama, tidak adanya kredibilitas lembaga–lemabaga negara 
sebelumnya akibat adanya asumsi (adanaya bukti) mengenai adanya 
korupsi yang sistematik, mengakar dan sulit untuk memberantas. Kedua 
tidak indepndenya lembaga-lemabag yang telah ada sebelumaya karena 
alasan tertentu dan tunduk pada kekuasaan tertentu (power).Ketidak 
mampuan lemabaga- lemabaga negara yang telah ada untuk melakukan 
tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dalam masa transisi menuju 
demokrasi baik karena persoalan internal dan eksternal. Keemapat adanya 
pengaruh global yang menunjukkkan kecendrungan beberapa negara 
membentuk lembaga-lemabag negara ekstra disebut sebagai lembaga 
negara mandiri yang sudah ada telah menjadikan sebagian dari sistem 
yang harus diperbaiki.Kelima adanya tekanan dari lemabag Internasional 
untik membentuk lembaga-lembaga negara tersebut sebagai persyaratan 
bagi era baru menuju demokrasi.60 
                                                          
59 Refly Harun, Menjaga Denyut Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 
Konstitusi Press, 2010), 60-61. 
60 Sirajuddin dan Winardi, Dasar-Dasr Hukum Tata Negara Indonesia , (Malang: Setara Press 
20015), 183 
 



































Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga 
negara independen diharapakan mampu memberikan supervisi terhadap 
kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana 
korupsi.Tindak pidana Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 
sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak 
dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinry crime) melainkan 
telah menjadi kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) yang 
menimbukan dampak sistematis yang mengancam stabilitas dan keamanan 
masyarakat.selain itu korupsi juga menjadi penghambat bagi pertumbuhan 
nasinal yang menurut adanya efisiensi yang tinggi.61 
Lembaga negara independen seperti Komisi Pemberantasan 
Korupsi merupakan buah dari munculnya konsep negara hukum 
kesejahteraan (walfare state) yang memberikan tanggung jawab besar 
pada negara untuk mewujudkan tujuan negara. Menurut Yves Meny dan 
Andrew Knapp, lembaga negara independen merupakan cabang kekuasaan 
keemapat diluar legislatif, eksekutif, dan yudikatif  miskipun menjalankan 
fungsi sebagaimana Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi. 
4. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
1. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi  
                                                          
61  Zainal Arifin  Mochtar, Lemabaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi 
Penataanya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi, (Depok:Rajawali Press, 2017),67. 
 



































Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang  Nomor 30 
Tahun 2002, sbagai berikut:62 
1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang 
melakukan pemberantasan tinak pidana korupsi. 
Dalam melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang 
berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang.63 
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
c. Meminta informasi tentang kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi  kepada 
instansi yang terkait; 
d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan 
dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korups; dan 
e. Meminta laporan instansi terkait mengenai 
pencegahan tindak pidana korupsi. 
2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang 
melakukan pemberntasan tindak pidana korupsi; instansi 
                                                          
62Undag – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
63Undag – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
 
 



































yang berwenang adalah termasuk Badan Pemeriksaan 
Kuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 
Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, 
inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah 
Non-Depatemen. 
Dalam melaksanakan tugas supervisi terhadap instansi 
yang berwenang melakukan pembeantasan tindak pidana 
korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:64 
a. Melakukan pengawasan, penelitian, atau 
penelaahan terhadap instansi yang melakukan 
tugas dan wewenangnya yang berkaian dengan 
pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi 
yang dalam melaksanakan pelayanan publik. 
b. Mengambil alih penyidikan atau penuntutan 
terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang 
dilakukan oleh kepolisian tau kejaksaan. 
3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan 
terhadap tindak pidana korupsi; 
Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang; 
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a. Melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan; 
b. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk 
melarang seseorang bepergian ke luar negeri; 
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga 
keuangan lainnya tentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa; 
d. Memrintahkan kepada bank atau lembaga 
keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang 
diduga hasil dari karupsi milik tersangka, 
terdakwa, atau pihak lain yang terkait; 
e. Memrintahkan kepada pimpinan atau atasan 
tersangka untuk memberhentikan sementara 
tersangka dari jabatanaya  
f. Meminta data kekeayaan dan data perpajakan 
tersangka atau terdakwa kepada instansi yang 
terkait. 
g. Menghentikan sementara suatu transaksi 
keuanagan, transaksi perdanagan, dan perjanjian 
lainnya atau pencabutan sementara perizinan, 
lesensi serta konsesi yang dialukan atau dimiliki 
oelh tersangaka atau terdakwah yang didu 
berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungan 
 



































dengan tindak pidana korupsi yang sedang di 
periksa. 
h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi 
penegak hukum negara lain untuk melakukan 
pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti diluar negeri. 
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain 
yang terkait untuk melakukan penangkapan, 
pengeledahan, dan penyitaan dalam tindak pidana 
korupsi yang sedang ditangani. 
4) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 
korupsi.65 
Dalam melaksanakan tugas pencegahan tindak pidana 
korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: 
a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap 
laporan harta kekayaan penyelenggara negara. 
b. Menerima laporan dan menetapkan status 
gratifikasi. 
c. Menyelenggarakan program pendidikan anti 
korupsi pada setiap jenjang pendidikan. 
d. Merancang dan mendorong terlaksananya program 
sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada 
masyarakat umum. 
f. Melakukan kerjasam bilateral dan multilateral 
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
5) Melakukan monitor terhadap penyelengara pemerintah 
negara. 
Dalam melaksanakan tugas monitor terhadap 
penyelenggara pemerinah negara, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang;66 
a. Melakukan pengkajian terhadap sistem 
pengelolaan administrasi disemua lembaga negara 
dan pemerintah. 
b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga 
negara dan pemerintah untuk melakukan 
perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, 
sistem pengelolaan administrasi tersebut 
berpotensi korupsi. 
c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
dan Badan Pemeriksaan Keuangan, jka saran 
Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan 
perubahan tersebut tidak diinahkan. 
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2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 
Kewenangan-kewenangan yang dimiliki Komisi Pemberantasan 
Korupsi sebagaimana diamanatkan di dalam Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, sebagai 
pendukung pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi 
Pemberantasan korupsi berwenang; 
1) Dalam melaksankan tugas koordinasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang;67 
a. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 
b. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi kepada 
instansi terkait. 
c. Meminta informasi tentang kegiatan 
pemberantasan tindak pidana korupsi kepada 
instansi terkait. 
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan 
dengan instansi yang berwenang melakukan 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
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e. Meminta laporan instansi terkait mengenai 
pncegahan tindak pidana korupsi. 
f. Wewenang lainnya sebagaimana diatur dalam 
Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002. 
2) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, 
atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas 
dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan 
tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam 
melaksanakan pelayanan publik.68 
3) Dalam melaksanakan wewnang sebagaiman dimaksud 
pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 
juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap 
pelaku tidak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh 
kepolisian dan kejaksaan. 
4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil 
alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian atau kejaksaan 
wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara 
beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan 
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, 
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terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
5) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan membuat dan menan datangani berita 
acara penyerahan sehingga tugas dan segala tugas 
kewenangan kepolisian dan kejaksaan pada saat 
penyerahan tersebut beralih kepada Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
6) Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan alasan:69 
a. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana 
korupsi tidak dilanjuti. 
b. Proses penanganan tindak pidana korupsi secara 
berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk 
melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang 
sesungguhnya. 
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung 
unsur korupsi. 
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e. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi 
karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, 
atau legislatif. Atau  
f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan 
kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak 
pidana korupsi sulit dilaksanaka secara baik dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 
7) Dalam hal terdapat alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9, Komisi Pemberantasan Korupsi memberitahukan 
kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil 
alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.  
8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi 
berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan tindak pidana korupsi yang;70 
a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara 
negara, dan orang lainyang dikaitannya dengan 
tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat 
penegak hukum atau penyelenggara negara; dalam 
penjelasan Pasal 11 huruf a dijelaskan bahwa; 
yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” 
adalah sebagaimana dimaksud dalam Undng-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk 
Anggota Dewa Perwakilan Rakyat Daerah. 
b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; 
dan/atau 
c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
9) Dalam melakasanakan tugas penyelidikan, penyidikan, 
dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:71 
a. Melakukan penyadapan dan merekam 
pembicaraan.  
b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk 
melarang seseorang bepergian ke luar negeri. 
c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga 
keuangan lainnyatentang keadaan keuangan 
tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa. 
d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga 
keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang 
diduga hasil korupsi milik tersangka, terdawa, atau 
pihak lain yang terkait. 
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e. Memerintahkan kepada pemimpin atau atasan 
tersangka untuk memberhentikan sementara 
tersangka dari jabatannya. 
f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan 
tersangka atau terdakwa kepada instansi yang 
terkait. 
g. Menghentikan sementara suatu transaksi 
keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian 
lainnya atau pencabutan sementara perizinan, 
lisensi serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki 
oleh tersangka atau terdakwa yang diduga 
berdasarkan bukti awal yang cukup ada 
hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang 
sedang diperiksa. 
h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi 
penegak hukum negara lain untuk melakukan 
pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang 
bukti di laur negeri. 
i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain 
yang terkait untuk melakukan penangkapan , 
penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dala 
perkara tindak pidana korupsi yang sedang 
ditangani. 
 



































10)  Dalam melaksanaan tugas pencegahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang melaksanakan langkah atau upaya 
pencegahan sebagai berikut:72 
a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap 
laporan harta kekayaan penyelenggara negara 
b. Menerima laporan dan menetapkan statu 
gratifikasi. 
c. Menyelenggarakan program pendidkan antikorupsi 
pada setiap jenjang pendidikan. 
d. Merancang dan mendorong terlaksananya program 
sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. 
e. Melakukan kampanye antikorupsi kepada 
masyarakat umum. 
f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral 
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 
11)  Dalam melaksanakan tugas monitor sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang:73 
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a. Melakukan pengkajian terhadap sistem 
pengelolaan administrasi di semua lembaga negara 
dan pemerintah. 
b. Memberi saran kepada pemimpin lembaga negara 
dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika 
berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan 
administrasi tersebut berpoteni korupsi. 
c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi 
Pemberantasan Korupsi mengenai usulan 
perubahan tersebut tidak diindahkan. 
 
B. Kedudukan dan Kewenagan Komisi Pemberanatasan pasca   Undang–
Undang Nomer 19 Tahun 2019 Tengtang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Korupsi 
Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 memposisikan Komisi 
Pemberantasan Korupsi masuk dalam rumpun eksekutif sebaimana dalam 
pasal 3 Komisi Pemberanatsan adalah lembaga negara dalam rumpun 
eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat 
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kerberadaan 
Komisi Pemberantasan Korupsi diaharapakan mampu memberikan 
kontribusi terhadap   pemberantasan  korupsi yang semakin mengakar dan 
 



































merusak perekomian negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomer 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimaksud 
dengan lembaga negara adalah lembaga yang bersifat sebagai (state 
auxiliary agency) yang masuk dalam rumpun eksekutif. Dalam ketentuan 
ini yang dimaksud dengan “kekuasaan manapun”adalah kekuatan yang 
dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi 
atau anggota Komisi secara individu dari pihak eksekutif, yudikatif, 
legislatif pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi atau 
dengan keadaan dengan situasi apapun74 
Adapun kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi  secara 
kelembagaan bertempat di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah 
kerjanya meliputi wilayah Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan 
Korupsi dapat dapat membentuk perwakilan di daerah provensi.75 
 Dalam Pasal 21 Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari atas: 
1. Dewan Pengawas yang Jumlahnya lima orang. 
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan korupsi terdiri dari lima 
orang dan merangkap sebagai anggota. 
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  sebagai 
pelaksana tugas.76 
                                                          
74Penjelasan atas Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tengtang Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
75  Evi Hartanti, Tindak Pidana ...,71. 
76Undang-Uandang Nomer 19 Tahun 2019 tengtang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 



































Komisi Pembrantasan Korupsi adalah Komisi di Indonesia yang 
dibentuk pada tahun 2002 untuk mengatasi dan menaggulangi dan 
memberantasa korupsi di Indonesia.Komisi ini didirikan berdasakan 
kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 30 Tahun 2002 
mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.77 
Kalahiran lemabaga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak 
dimaksudkan untuk mengambila alih tugas pemberantasan korupsi dari 
lembaga-lemabag sebelumnya dan tidak menopoli penanganan parkara 
korupsi. Komisi Pemberantasan  Korupsi dicitakan-citakan sebagai 
lemabaga trigger mechanism  yang berarti mendorong atau sebagai 
stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lemabaga-lemabaga yang 
telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efesien.78 
Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah koordinasi 
denagan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana 
korupsi yang telah diamanahkan Undang - Unadang, supervisi terhadap 
instansi yang berwenang melakaukan pemberantsan tindak pidan korupsi, 
melakauakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhdap tindak 
pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana 
                                                          
77  Titik Triwulan T, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Nagara,(Jakarta:Kencana Prenadamedia  Grup, 2011),hal131 
78  Hibnu Nugroho, “Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi dalam Penyidikan Tindak Pidana 
Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”, Jurnal Dinamika Hukum, No. 3, Vol. 
13(September, 2013), 392 
 



































korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
negara.79 
Dalam melaksanakan tugas dan weweanang sebagai mana dalam 
pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam 
rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam, melaksanakan tugas dan 
weweanagnaya bersifat independen  dan bebasa dari peagruh manapun80 
adapun dalam pasal 5 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi Tindak Pidana Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya, 
komis pemberantasan berasaskan pada.81 
a. kepastian hukum 
Adalah  asa dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan setiap 
kebijakan menjalankan tugas wewenang Komisi Pemberantsan 
Tindak  Korupsi. 
b. Keterbukaan  
Adalah asas membuka  diri terhadap hak masyarakat untuk 
memproleh informasi yang benar, dan jujur, dan tidak diskriminatif  
kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam 
menjalankan tugas  dan fungsinya. 
c. Akuntabilitas  
                                                          
79  Evi Hartanti, Tindak Pidana ..., 70-71. 
80Pasal 3 Undang-Unadang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana 
korupsi. 
815 Undang-Unadang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. 
 
 



































Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum denagan cara 
yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 
d. Proposinalitas  
Adalah asas yang mengutamakan keseimbanagan antara tugas, 
wewenag tanggung jawab, dan kewajiban Komisi Pemberantasan 
Korupsi terhadap penghormatan  hak asasi manusia. 
1. Tugas Komisi Pemberantasan Koropsi 
Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas 
sebagaimana diatur didalam pasal 6 Unndang-Undang Nomer 19 
tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi  bertugas  sebagai berikut:82 
1) Tindakan-tindakan pencegahan  sehingga tidak terjadi tindak 
pidana korupsi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi berwenang: 
a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap 
laporan dan menetapakan harta kekayaan 
penyelenggara negara. 
b. Menerima laporan mentapkan status gratifikasi.  
c. Menyelenggarakan program pendidikan.  
d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
                                                          







































e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat  
f. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 Dalam melakukan kewenagan sebagaiamana 
dimaksud ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi 
wajib membuat laporan pertanggung jawaban satu kali 
dalam satu tahun kepada Presiden Republik Indonesia, 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
Badan Pemeriksaan Keuangan  
2) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan 
Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi dan instansi yang 
bertugas melakukan pelayanan publik Komisi Pemberantsan 
Korupsi berwenang: 
a. Mengoordinasikan penyelidikaan, penyidikan dan 
penuntutan dalam Pemberantasn Tindak Pidana 
Korupsi.S 
b. Menetapkan sistem laporan  dalam kegiatan 
Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi  
c. Meminta  informasi tentang kegiatan Pemberantasan 
Tindak Korupsi kepada instansi yang terkait. 
d. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan 
denagan instansi yang berwenag dalam melakukan 
Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi  
 



































e. Meminta laporan kepdan instansi berwenag mengenai 
upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana. 
3) Monitor terhadap penyelenggaran negara Komisi 
Pemberantasan Korupsi berwenang  
a. Melakakukan pengkajian terhadap sistem pengelolahan 
admistrasi disemua lembaga negara dan lembaga 
pemerintahan  
b. Memberi saran pada pimpinan lembaga negara dan 
lembaga pemerintahan untuk melakaukan perubahan 
jika hasil pengkajian, sistem pengelolahan admistrasi 
tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya Tindak 
Pidana korupsi  
c. Melapor kepada Presiden Rebuplik Indonesia Dewan 
Perwaikan Rakyat Rebuplik Indonesia, dan Badan 
Pemeriksaan Keuangan, jika saran Komisi 
Pemberantasan Korupsi mengenai ususlan perubahan 
tidak dilaksanakan.  
4) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berwenang 
melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap 
instansi yang melaksanakan tugas dan wewenangnya yang 
berkaiatan denagan Pemberantsan Tindak Pidana Korupsi. 
 



































Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi nanti akan 
diatur melalui Peraturan Presiden.  
2. Kewenangan Komisi Pemberantsan Korupsi 
Kewenagan yang dimilik Komisi Pemberantsan Korupsi 
sebagaiamana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomer 19 
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai 
penunjang kewenagan83 
1) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, penyidikan, dan 
penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi: 
a. Melibatakan aparat penegak hukum, penyelenggara 
negara, dan orang lain yang ada kaitanaya dengan Tindak 
Pidana Koropsi yang dialakukan oleh aparat penegak 
hukum atau penyelenggara negara. 
b. Menyangkut kerugian negara paling sedikit 
Rp1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah). 
c. Ketentuan dalam hal Tindak Pidana Korupsi tidak 
memnuhi ketentuan sebagaimana ayat (1), Komisi 
Pemberantasan Korupsi wajib menyerahkan 
penyelidikan, penyidikan,  dan penuntutan kepada 
kepolisaian dan atau kejaksaan.  
                                                          







































d. Ketentuan kewengan Komisi Pemberantasan Korupsi 
melakukan supervisi terhadap penyidikan, penyelidikan 
sebagaimana dimaksud ayat (2). 
2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan  
dalam pasal 12 ayat (1) Komisi Pemberantasan Korupsi 
Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan Penyadapan. 
Dalam melakukan penyidikan Komisi Pembrantasan Korupsi 
berwenang:84 
a. Memerintahkan kepda instansi  terkait untuk melarang 
seseorang bepergian keluar negeri. 
b. Meminta keterangan pada bank atay lemabaga keuangan 
lainnya tentanag keadaan keuangan tersangaka atau 
terdakwah yang sedang diperiksa . 
c. Memerintahkan kepada bank atau lemabag keuanagan 
lainya untuk membelokir rekening yang diduga hasil 
korupsi milik tersngaka, atau pihak lain yang terkait. 
d. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka 
untuk memberhentikan sementara tersangka dari 
jabatannya. 
e. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka 
atau terdakwah kepda instansi terkait  
                                                          







































f. Menghentikan sementara transaksi keuangan, transaksi 
perdaganagan, dan perjanjian lainnya atau mencabut 
sementara perizinan,lisensi serta konsesi yang dilakukan 
atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwah yang diduga 
berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubunganya 
dengan Tindak Pidana Korupsi yang sedang diperiksa. 
g. Meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi 
penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, 
penangkapan, dan penyitaan arang bukti di lua negeri  
h. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain terkait 
melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
dan penyitaan dalam parkara Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi yang sedang ditangani.   
3. Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi 
1) tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan 
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum  
tetap. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenag 
melakukan tindakan hukum yang diperlukan dan dapat 
dipertanggung jawabkan seusai denagan isi dari penetapan 
hakim atau putusan pengadilan, Komisi Pemberantasan 
Korupsi berkewajiban sebagai berikut: 
a. memberikan prlindunagan terhadapa saksi atau pelapor 
yang menyampaikan  laporan ataupun memberikan 
 



































keteranagan mengenai terjadinaya Tindak Pidana Korupsi 
sesuai denagan ketentuan praturan perundang-undangan. 
b. Meberikan  informasi kepada masyarakat yang memrlukan 
atau memberiakan bantauan untuk memperoleh data yang 
berkaiatan denagan hasil penuntutan Tindak Pidana 
Korupsi yang ditanganinya. 
c. Menyususn laporan tahunan dan menyampaikannya 
kepada Presiden Rebuplik Indonesia, Dewan Perwakilan 
Rkayat dan Badan Pemeriksaan keuangan. 
d. Menegakkan sumapah jabatan, menajalankan tugas, 
tanggung jawab, dan wewenagnya berdasakan 
asas,menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantsan Korupsi. 
C. Penyadapan Komisi Pemberanatasan Korupsi 
1. Pengertian Penyadapan 
 Penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
danatau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan 
kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, seperti perncaran 
elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat elektronik 
lainnya. 
 



































 Penyadapan selama ini dilakukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi untuk mengusut tindak Pidana Korupsi, dalam penjelasan 
pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomer 1 Tahun 2008 tengtang 
Informasi dan transaksi Elektonik menyebut bahwa yang dimaksud 
dengan penydapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
membelokkan, mengubah, menghambat, dan atau mencatat 
transmisi Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang 
tidak bersifat publik, baik mengunakan jaringan kabel maupun 
jarinagan nirkabel sseperti pancaran elektromagnetis atau radio 
frekuensi.85 
  Dalam rangaka memberantas korupsi Undang – Undang 
memberikan kewenagan terhadapa Komisi Pmeberantasan Korupsi 
untuk dapat melakukan penyadapan, sebagaiaman diatur dalam 
Undang- Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Peberantasan Korupsi atas Perubahan  Kedua Undang- Undang 
Nomer 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
2. Prosedur Penyadapan  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi 
  Dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penyelidikan  
Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan 
didalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun  2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 12 ayat (1) 
                                                          
85 Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undag Nomer 1  Tahun 2018 tengtang Komisi Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
 



































Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
penyadapan:86 
a) Penyadapan sebagaiaman dimaksud dalam pasal 12 ayat 
(1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari 
Dewan Pengawas. 
b) Untuk mendapatkan izin sebagaiaman dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan secara 
tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
c) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis 
terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam 
terhitung sejak permintaan diajukan 
d) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi  
mendapatkan izin tertulis dari  Dewn Pengawas 
sebagaimana  dimaksud pada ayat (3),penyadapan 
dilakukan paling lama 6 (enam) bualan terhitung sejak 
izin diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali jangka 
waktu yang sama. 
e) Pasal 12C ayat 1 penyelidikan dan penyidikan 
melaporkan Penyadapan sebagaiaman dimaksud dalam 
pasal 12 ayat (1) yang sedang berlangsung kepda 
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 
                                                          
86 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  Pasal 21 
 



































f) Penyadapan sebagaiaman dimaksud dalam Pasal 12 ayat 
(1)  yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung 
jawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dan Dewan Pengawas secara paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak Penyadapan 
selesai dilaksanakan. 
g) Pasal 12D hasil Penyadapan bersifat rahsia dan hanya 
untuk kepentingan peradilan dalam Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi  
h) Hasil penyadapan yang tidak terkait dengan Tindak 
Pidana Korupsi yang sedang ditangani Komisi 
Pemberantasan Korupsi wajib dimusnahkan seketika 
 Aggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi 
mengatakan Albertina Ho ada beberapa pemberian Izin, 
penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang mesti 
ditempuh.Pertama, penyidik mengajukan permohonan izin 
penyadapan kepada Dewan Pengawas melalui sekertaris Dewan 
Pengawas. Kemudian penyidik  mengadkan gelar perkara di 
hadapan Dewan Pengawas. Kedua, Dewan Pengawa memberikan 
pendapat atas permohonanizin yang diajaukan. Albertna 
menagatakatan penyidik harus melampirkan syarat-syarat dalam 
permintaan penyadapan, antaranya surat perintah penyelidikan 
(sprinlidik) surat perintah penyidikan (sprindik) nomer telpon 
 



































yang akan di sadap, uraian singkat mengenai parkara, dan alasan 
melakukan penyadapan.87  
D. Dewan Pengawas Komisi Pemberanatsan 
 
Dalam melaksanakan tugas penyidikan dan penyidikan sebagaimana 
dimaksud dalam komisi pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
penyadapan, didalam  pasal 21 hurf a adanya Dewan Pengawas yang 
berjumlah 5 (orang) yang. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas 
dan dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi.88 
1. Pengangkatan Ketua dan dan anggota  Dewan Penagwas dalam 
pasal  37E diantaranaya: 
a. Ketua dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden 
Republik Indonesia  
b. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Penagawas 
Presiden Republik Indonesia membentuk panitia Seleksi. 
c. Panitia seleksi terdiri atas unsur pemerintah pusat dan unsur 
masyarakat  
d. Setelah terbentuk, panitia seleksi mengumumkan penerimaan 
calaon. 
                                                          
87https://nasional.tempo.co/red/1300193/dewas-kpkjelaskan-mekanisme-prosedur-penyadpan-apa-saja(diaskses pada 
tanggal 23 februari 2020 pukul 17:20 WIB) 
88 Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasl 37E 
 



































e. Pendaftaran calon dilakukan dalam 14 (empat belas ) hari kerja 
secara terus menerus  
f. Panitian seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk 
mendapat tanggapan atas nama calon unntuk mengumumkan  
penerimaan calon  
g. Tanggapan sebagaiaman dimaksud  pada ayat (6) disampaikan 
kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) ulan terhitung 
sejak tanggal diumumkan. 
h. Panitia  seleksi menentukan nama calon yang akan 
disampaikan keoda Presiden Republik Indonesia. 
i. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 
terhitung sejak tanggal diterimanya dafatar nama calon dari 
panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyamapaikan 
nama calon kepada sebagaimana dimkasud pada ayat (8) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk di  
konsultasikan. 
j.  Presiden Republik Indonesia menetapakan ketua dan anggota 
Dewan Pengawas dalam jangka jangka waktu paling lama 14 
(empat belas ) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebaiaman 
dimaksudn pada ayat (9) selesai dilaksanakan.  
k. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penangkatan ketua 
dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
 



































2. Kewenangan dan tugas  Dewan Pengawas.89 
a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang  Komisi 
Pemberantasan Korupsi  
b. Memberirikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, 
penggeledahan, dan atau penyitaan . 
c. Menyusun dan menetapkan kode etika Pimpinan  dan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 
d. Menerima dan menindaklanjuti aporan dari masyarakat 
mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan 
dan Pegawai Komisi Pembeantasan Korupsi atau 
penyelenggaran ketentuan dalam Undang-Undang. 
e. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan  
pelanggara kode etik oleh pimpinan dan Pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
f. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan kinerja Pimpinan dan 
Pegawai Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 
g. Dewan Pengawas membuat laporan pelaksana tugas secara 
berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
h. Laporan disampaikan kepada Presiden Republik Indoensia dan 
Dewan Perwakislan Rakyat Republik Indonesia. 
                                                          








































PRESPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN 
KOMISI PEMBERANTATASAN KORUPSI DALAM  HAL 
PENYADAPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 
A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penyadapan 
wajib mendapatkan Izin dari Dewan Pengawas menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantsan 
Korupsi. 
Negara Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi logis dari negara 
hukum  ini adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, adanya 
Komisi Pemberatasan Korupsi merupakan semangat bersama untuk 
memberantas korupsi. Selama ini sangat sulit diberantas dalam kehidupan 
indonesia bahkan debelahan dunia lainnya.  
 Korupsi dapat dikata gorikan sebagai besar dan merupakan perbuatan 
tindak pidana korupsi termasuk dalam salah satu extra ordinary crimes( 
kejahatan luar biasa ) yang membutuhkan penanganan khusus dari suatu 
badan atau lemabaga independen yang khusus berwenang penanganan 
tindak pdan korupsi tanpa adanya interfensi dari pihak manapun. 
 



































Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu bentuk 
ketidak percayaan masayarakat kepada lembaga yang ada yang selama ini 
diberikan kewenangan dalam melakukan pemberantasan  tindak pidana 
korupsi. Maka dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi diharapakan 
mampu menjadi alternatif penegagakan hukum di Indonesia dalam.  
melaksakana hukum  terhadapa pelaku tindak pidana korupsi. 
Semangat bersama memberantas yang diamanahkan kepada Komisi 
Pemberantasan sebagai lemabaga yang kuat dan independen dalam 
penanganan kasus korupsi yang telah ada di Indonesia. 
Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga Independen yang 
dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tengtang Komisi 
Pemberantasan Korupsi, bisa diakatan sebagai suatu organisasi superbody 
yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh lemabaga lain 
khususya dalam hal Penyadapan dalam penyelidikan, penyidikan yang 
selam ini dapat diaktakan berhasil dalam memberantas tindak pidana 
korupsi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi atas perubahan Undang-Undang Nomer 30 Tahun 
2002 tengatang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan 
penyadapan harus mendapatkan izin dewan pengawas, dalam pasal 12 
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, 
penyidikan berwenang melakukan penyadapan dalam ayat (1) penyadapan 
dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis Dewan Pegawas, adapun 
dalam ayat (2) untuk mendapatkan izin dapat dapat dilaksanakan 
 



































berdasarkan permintaan tertus dari Pempinan Komisi Pemberantasan  
korupsi adanya dua perzinan dalam melakukan penyadapan adanya dua 
proses yang harus ditempuh dalam melaksanakan penyadapan yang 
dimiliki komisi Pemberantasan Korupsi. 
Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah tertuang 
didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi pada pasal 12 dalam tugas penyidikan dan 
penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan 
penyadapan yang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Dewan 
Pengawas, adanya perubahan membuat kewenangan penyadapan yang 
dimilikiKomisiPemberantasan Korupsi dapat mempengaruhi independensi  
Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi Undang-Undang sebelum adanya perubahan  
sudah sangat baik dialaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi  
dalam  melaksanakan tugas dan wewenagnya  dan kewajiban, bayak kasus 
besar yang diuangkap melalui penyadapan yang dimiliki oleh Komisi 
Pemberantasan jika kewenangan penyadapan yang dimilki komisi 
pemberantasan korupsi ketika melakukan penyadapan harus izin tertulis 
dari Dewan Pengawas  akan menghambat proses Penyadapan yang selama 
ini berhasil dilaksanakan oleh Komsi Pemberantasan Korupsi dalam 
 



































menangkap para penyelenggara negara. yang melakukan tindak pidana 
korupsi. 
Adanya kewenangan yang  penulis dimaksud dalam Komisi 
Pemberantasan Korupsi apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi belum  cukup untuk 
melaksanakan tugas dan kewanangannya yang sangat berat dalam 
memberantas tindak pidana korupsi yang dilakaukan oleh para pejabat 
negara, penyelenggara negara bahkan korupsi diera yang modern ini, 
korupsi terkadang dilaksanakan menggunakan alat elektonik denagan 
menggunakan telepon, serta menggunkan nama-nama buah dan nama-
nama benda lainya agar tidak mudah dilacak oleh aparat penegak hukum 
termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Dewan Pengawas di dalam Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019 
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas sangat besar 
sabagaimana dalam  pasal 37 ayat (1)  Dewan Pengawas tugas mengawsi 
pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, 
memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan 
dan penyitaan, adanya  keterlibatan terhadap tugas dan kewenangan 
lembaga Komisis Pembeantasan Korupsi dapat menghilangkan sebagai 
lembaga indenpenden dalam melaksanakan tugasnya dari kekuasaan 
manapun di dalam pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi dalam 
melaksanakan tugas dan wewenagnya bersifat independen dan bebas dari 
 



































pengaruh kekuasaan manapun, harus adanya izin tertulis dari Dewan 
Dengawas dalam melakukan penyadapan  merupakan bentuk  
mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Aturan penyadapan ini berbeda dengan penyadapan yang dimiliki oleh 
lembaga lain, seperti, kepolisian, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional, 
dan Badan Intelejen negara dari ke empat lembaga yang memiki  
kewenagan penyadapan memiliki mekanisme tersendiri ada yang melalui 
izin pengadilan ada yang cukup diinternal lembaga tersendiri. Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam penyadapan telah diatur dalam Undang- 
Undang Nomer 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberatasan Korupsi. 
Dalam hal penyadapan setidaknya ada lima (5) lembaga yang 
diberikan kewenangan melakukan penyadapan, kepolisian, kejaksaan, 
badan narkotika nasional, dan badan Intelejen negara dari kelima lemabaga 
memiliki kewenangan penyadapan  tersendiri yang diatur melaui mekanis 
tersendiri mengenai kewenagan penyadpan yang dimiliki oleh setiap 
lembaga dimana dari kelima lembaga sama-sama dalam rangka penegakan 
hukum yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. 
Pada peraktiknya, Komisi Pemberantasan Korupsi sudah sangat 
berhasil dalam melakukan penyadapan terhadap para pelaku kejahatan 
tindak pidana korupsi tesebut, misalnya Komisi pemberantasan Korupsi 
dalam menangani kasus tindak pidana korupsi mengunakan kewenagan 
penyadapan berhasil, Komisi Pemberantasan telah berhasil menangkap 
 



































para pelaku tindak pidana melalui  penydapan dan berhasil melakukan 
operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan 
Korupsi, tercatat Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan 87 
operasi tangkap tangan (OTT) dengan tersangka awal sebanyak 327 orang 
sepanjang 2015-2019. Jika dilihat dari Undang- Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan  telah membrikan kewenangan sangat 
beasar kepada Dewan Pengawas yang sangat memungkinkan dapat 
mempengaruhi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga 
negara yang independen. 
Dewan Pengawas diangkat oleh presiden  dalam pasal 37 A Dewan 
Pengawas diangkat dan ditetapkan oleh presiden, dibentuk panitia yang 
terdiri dari Pemerintah dan masyarakat, adanya unsur pemerintah dalam  
pengangkat Dewan Pengawas sangat beasar keterlibatan pemerintah 
membuat pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi 
menjadi terhambat karena keteribatan pengangkatan Dewan Pengawas 
yang dialakukan  oleh pemerintah, dalam melakuakan penyadapan harus 
izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimanna dalam pasal pasal 37B  
Dewan melaksanakan tugas mengawasi pelasanaan tugas dan wewenang 
Komisi Pemberantasan Korupsi, memberikan izin atau tidak memberikan 
izin penyadapan, pengeledahan dan atau penyitaan, kewenangan yang 
sangat besar yang dimiliki  Dewan Pengawas akan sangat menghambat 
kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menagani tindak pidana 
 



































korupsi. Koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia Boyamin selaiman 
mengatakan tugas Dewan Pengawas pengawas mestinya hanya mengawasi 
kinerja dan prosedural etik piminan atau pegawai Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang melakukan pelanggaran, tidak perlu kepda pokok parkara. 
Kewenangan pempinan Komisi Pemberantasan Korupsi  dalam 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi  Pemberantasan 
Korupsi tidak mutlak menjadi kewenangan Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi termasuk dalam hal penydapan dalam pasal 12 
penyadapan dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan 
Pengawas untuk mendapatka izin tertulis dilaksanakan berdasrkan 
permintaan secara tertulis dari Pempinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dengan jangka waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat ) sejak permintaan 
diajukan, ada renggang waktu saat melakuka izin melakukan penyadapan 
dapat memperlambat preses penydapan yang dilakukan karena ada dua 
proses yang harus di tempuh dan apabila penydapan itu tidak mendapat 
persetujuan dari Dewan Pengawas maka Komisi Pemberantasan Korupsi 
tidak bisa melakukan penydapan.  
Pakar hukum tata negara Rafly Harun menilai, persoalan Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi bukan terletak pada orang di 
dalamnya, melainkan kelembagaanya.Kewenangan Dewan Penagawas 
besar, pertama Dewan Pengawas berwenang mengawasi.Kedua Dewan 
Pengawas punya keweangan perizinan terkait jalannya perkara.Ketiga 
Dewan Pengawas dewan pengawas juga bisa menyenketakan pelanggaran 
 



































etik mulai dari pengawai hingga pimpinan KPK.Namun dengan 
kewenangan sebesar itu, Dewan Pengawas tidak bisa dicek dan diimbangi. 
Kewengan perizinan penyadapan yang dimiliki Dewan Pengawas, 
harus adanya suatu kebijakan atau aturan yang dibuat oleh Dewan 
Pengawas mengenai dengan komisi Pemberantasan Korupsi yang berisi 
suatu aturan agar tidak mempengaruhi kewenangan penyadapan yang 
dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga independen 
dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, dimana korupsi termasuk 
kejahatan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) yang melibatkan 
penyelenggara negara mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif pada 
pasal 1 ayat (2) Penyelenggara Negara adalalah jabatan yang menjalankan 
kekuasaan eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang 
berfungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai 
dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. terdapat Objek yang sangat luas yang harus 
ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Dengan adanya tugas, fugsi dan Kewenagan Dewan Pengawas yang 
sangat luas dan strategis meliputi pemberian Izin tidaknya penyadapan 
dalam penyelidikan dan penyidikan dapat memberikan pengawasan 
kepada terhadapat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk 
meghilangkan independensi Komisi Peberanatasan Korupsisebagai  
lemabag Independen. Kewewangan  Dewan Pengawas yang sangat begitu 
besar besar mulai daari pengasawan terhadapa kewenangan Komisi 
 



































Pemberantasan Korupsi termasuk dalam pemberian izin tidak dalam 
penyadapan akan sanagat menghamabat kinerja Komisi Pemeberantasan 
Korupsi. 
Kasus yang menimpa Komisioner Komisi Pemeilihan Umum Wahyu 
Setiawan yang diduga menirima suap untuk memuluskan Harun, agar 
Harun bisa jadi anggota DPR RI. Dalam kasus ini Komisi Pemberantasan 
Korupsi terhambat terkait terkait izin dari Dewan Pengawas untuk 
melakauakan penggeledahan di kantor  DPP PDIP. Wakil Kutua Komisi 
Pemberantasan Nurul Ghufron mengatakan bahwa izin penggeledahan 
kantor PDIP belum turun sampai saat ini, padahal Komisi Pemebranatasan 
Korupsi telah melakukan permohonan izin namun sampai saat ini Dewan 
Pengawas belum memberikan izin, pemberian izin setelah tiga dari 
penagkapan Wahyu Satiawan dilakukan oleh Komisi Pemberantasan  
Korupsi. 
Dari kasus yang terjadi untuk izin dari Dewan Pengawas sangat 
bersifat prosedural yang memakan waktu  cukup lama untuk bisa  
mendpatkan izin. Miskipun yang berkaitan mengenai pengeledahan  tapi 
secara prosedural sama denagan terkait kewenangan Penyadapan yang 
dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Keberadaan Dewan 
Pengawas dalam pemberian izin ditubuh Komisi Pemberantasan Korupsi 
dal hal penyadapan dapat mempengaruhi independen Komisi 
Pemberantasan Korupsi 
 



































B. Prespektif Fiqih Siyasah terhadap Kewenangan Komisi Pemberantasan 
Korupsi dalm hal Penyadapan wajib mendapat izin dari Dewan 
Pengawas menurut Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, Fiqih siyasah  adalah cabang 
ilmu yang mempelajari penagaturan urusan umat dan Negara dengan 
segala bentuk aturanya, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat untuk 
memegang kekuasaan denagan sejalan dengan nilai-nilai syariat untuk 
mewujudkan kemaslahatan umat. Diman artinya Fiqih Siyasah disebut 
sebagai ilmu tata negara islam, juaga mencakup mengenai kewenangan 
lemabaga negara dalam tata negara islam. Seperti yang telah disebutkan 
sebelumnya, teori fiqih siyasah yang digunakan Fiqh Siyasah dusturiyah 
diartikan sebagaian dari Fiqih siaysah  yang berhubungan dengan 
peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan cara 
pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan bagi pelaksanaan urusan 
umat, dan ketetapan mengenai hak- hak yang wajib bagi individu dan 
masyrakat serta hubungan antara penguasa dan rakayat yang berkaitan 
denagan lembaga yudikatif (sultah qada’iyyah) adalah lemabag negara 
yang mejalankan kekuasaan kehakiman.  
Di dalam perkembangan sultah qoda’iyyeh lemabag peradilan dalam 
konsep Hukum Tata Negara Islam sesuai jenis parkara yang ditangani. 
Adapun lemabaga tersebut meliputi Wilayah al-Qada’,Wilayah al-Hisbah 
dan Wilayah al-Mazalim adalah lembaga yang berwenang mengadili ke 
 



































kezaliman yang dilakukan oleh penguasa dan keluarga penguasa yang 
merugikan hak-hak warga negara. Dimana lemabaga ini harus berdiri dan 
adanya intervensi dalam mejalankan tugasnaya menangani masalah-
masalah yang terjadi antara para penguasa, dan keluarganya yang telah 
melakukan kezaliman kepada rakyatnya.Dimana peradilan ini juga 
memiliki satu kewenangan khusus dan satu atap. Karena peradilan ini juga  
memiliki satu kewengan khusus dalam melakukan penindakan suatu 
kejahatan yaang dilakukan oleh dilakukan oleh penguasa dan para pejabat 
negara. 
  Oleh karena itu peneliti  berkeinginan meneliti Kewenangan Komisi 
Pemberantasan Korupsi dalam hal Penyadapan menurut Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tengtang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan  
Prespektif hukum tata negara islam (Fiqih Siyasah). Mengingat Komisi 
Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga dalam pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun bukan bagian 
dari pemerintah  yang tidak masuk ketiga cabang kekuasaan, keberadaan 
Dewan Pengawas dalam hal penyadapan  izin dari Dewan Pengawas  
sehingga penulis berkeinginan mencoba menggunakan tinjauan prespektif  
Fiqih Siyasah.( ilmu hukum tata negara dalam konsep islam). 
Didalam kekuasaan kehakiman (sultah qada’iyyah), lembaga 
peradilan dalam Hukum Tata Negara Islam memiliki kewenangan yang di 
 



































tangani. Lembaga peradilan yang dimiliki sesuai dengan kewenangannya 
meliputi Wilayah al-Qada’ Wilayah al-Hisbah dan  Wilayah al-Mazalim  
Wilayah al-Qoda’ adalah lembaga peradilan untuk memutuskan 
parkara-perkara sesama waraga negara, baik itu perdata maupun pidana 
Wilayah al-Hisbah  adalah wewenang dibidang ke agamaan yang 
merupakan lemabag peradilan moral, yang menegakkan makruf nahi 
mungkar. Disebut amar makruf nahi mungkar karena bertugas mengajak 
kebaikan dan dan mencegah kejahatan. Sehingga Wilayah al-Hisbah 
adalah lembaga khusus menangani persoalan-persoalan moral. Sedangkan 
Wilayah al-Mazalim  adalah lemabaga peradilan yang secara khusus 
menangani kezaliman para penguasa dan keluarganaya terhadap hak-hak 
rakyatnya Wilayah al-Mazalim  lahir dengan tujuan untuk memelihara 
hak-hak rakyat dari perbuatan zalim penguasa, pejabat negara dan 
keluarganya. Yang telah diberikan kewenangan  oleh negara . 
Konsep  fiqih Siyasah  yang digunakan yaitu dengan menggunakan 
Wilayah al-Muzalim, yang merupakan lembaga peradilan yang berdiri 
sendiri dan merupakan peradilan yang menyelasaikan perkara perselisihan 
antarara rakyat dan negara yang nantinya mengembalikan hak-hak 
rakyatnya yang telah diambil oleh penguasa dan warga negara 
Kewenangan Wilayah al-Mazalim adalah memutuskan perkara-
perkara yang tidak mampu dilakukan hakim sebelumnya diantaranya 
sebagai berikut 1).Gaji para buruh atau pekerja yang dibatalkan secara 
sepihak 2) harta yang diambil secara paksa dari rakyatnya yang dialakukan 
 



































oleh penguasa 4).Persengketaan terhadapa harta wakaf. 5) melaksanakan 
keputusan hakim yang sulit dilaksanakan oleh peradilan yang ada .6).kasus 
yang tidak dapat diselesaikan oleh hisbah yang sangat berdampak luas 
kepada kemaslahatan umum. 7).pelaksanaan ibadah pokok  seperti sahalat 
berjemaah, serta salat jum’at, dan pelasanaan haji. 8).penenganan kasus 
mazalim  penetapan hukum dan pelaksaan putusan.  Jika dilihat dari 
kewenangan yang dimiliki hampir sama denangan tugas dan kewenangan 
yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi  semisalnya mengenai 
perampasan paksa yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya  
Selanjutnya al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut wilayah 
al-mazalim, yaitu sebagai berikut: 
6. Ketidak adilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadap 
rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. Wilayah al-
mazalim tidak boleh membiarkan kezaliman, ia harus 
menyelidiki agar mereka berlaku adil, menahan penindasan dan 
mencopot mereka apabila tidak bisa berbuat adil 
7. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah dalam 
penarikan pajak. Kewenangan wilayah al-mazalim adalah 
mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak 
dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang 
bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan 
harta dan pajak kepada pemiliknya  
 



































8. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah, karena umat 
Islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta 
benda.  
9. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji kepada orang 
yang berhak menerima gaji, baik karena pengurangan atau 
keterlambatanya dalam memberikan gaji. Ketika gaji tersebut 
tidak diberikan atau dikurangi, tugas nadir al-mazalim adalah 
memerintahkan kepada pemerintahan untuk mengembalikan 
apabila gaji tersebut diambil pemerintah dari harta yang 
diambil bait al-mal, 
10. Perampasan harta yang dilakukan oleh gubernur dan orang 
memiliki kekuatan. 
Kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penguasa atau 
para pejabat negara, tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara sengaja 
maupun tidak sengaja telah merampas hak –hak masyarakat dalam rangka 
untuk memperkayadiri sendiri. Wilayah al- Mazalim  hampir sama dengan 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang sama menangani  tindak pidana 
korupsi serta lembaga ini berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh dari 
mana pun dalam melaksanakan tugas dan kewenaganya. Adanya Dewan 
Pengawas Dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasa Korupsi dalam pasal 12 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas 
penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang 
melakukan penyadapan  kemudian dalam pasal 12B  Penyadpan dapat 
 



































dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas. 
Keberadaan Dewan Pengawas merupakan salah satu bentuk pengawasan 
terhadap pelasanan kinerja Komisi. Maksud dari  Penyadapan adalah 
kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan atau mencatat transmisi 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat 
publik, baik menggunakan jaringan kabel, komunikasi, jaringan nirkabel, 
seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi maupun alat 
elektronik lainnya. Salah satu bentuk perkembagan teknologi dalam 
konikasi diera moderen saat ini untuk dapat memperoleh bukti-bukti yang 
cukup bahwa adanya tindak pidana korupsi korupsi yang dilakukan oleh 
pejabat negara. 
Wilayah al-Mazalim  sama dengan lembaga Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang ada di Indonesia sama-sama menagani kasusu tindak pidana 
kejahatan yang dialakukan oleh penguasa atau pejabat negara dan dalam 
pelaksanaan kewenagannya bersifat independen, tanpa adanya intervensi 
dari pihak manapun. Apabila diakaitkan dengan lemabaga Lembaga 
Komisi Pemberantasan Korupsi memang sama dengan peradilan Muzalim 
tapi tidak memili kewenangan Penyadapan seperti yang dimiliki Komisi 
Pemberantasan Korupsi, tapi berkaitan dengan tugas dan kewengannya 
bersifat Independen dalam malakukan kezaliman yang dilukukan penguasa 
pada rakyatnya. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pasal ayat (1) Dalam 
 



































melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan Komisi Pemberantasan 
Korupsi berwenang melakukan penyadapan dalam pasal 12B  Penyadpan 
dapat dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas 
untuk mendapatkan izin tertulis harus ada permintaan dari pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi ayat (3) Dewan Pengawas dapat 
memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (21 paling lama I x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
permintaan diajukan kemudian dalm ayat (4) Dalam hal Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyadapan dilakukan paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 
1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.  Kewajiban menyampaikan 
hasil penyadapan dalam pasal 21C ayat (2) Penyadapan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) yang telah selesai dilaksanakan harus 
dipertanggung jawabkan kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 
dan Dewan Pengawas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung 
sejak Penyadapan selesai dilaksanakan. Pemberian izin yang dilakukan 
dewan penagawas merupakan bentuk pengawasan agar tidak ada 
penyalagunaan kewenagan dalam melakukan penyadapan. Yang mana 
Hasil penyadapan yang dilakukan  harus dapat dipertanggung jawabkan 
kepda Dewan Pengaws dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Denagan demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi dalam islam tidak  
ditemukan lembaga yang bersifat independen dalam melaksanakan  
 



































kewenangan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan kewenangan 
dalam  hal Penyadapan, tatapi secara hakikatnya tugas dan kewenangan 
yang dimiliki oleh Wilayah al-Mazalim  hampir sama denagan Komisi 
Pemberantasan Korupsi, yakni kezaliman yang yang dilakukan penguasa. 
Komisi Pemberantasn Korupsi  adalah lembaga negara dalam pelaksanaan 
tugasnya bersifat Independen. Demikian halnya denagan tugas dan 
wewenangnya dimiliki Wilayah al-Mazalim  termasuk bersifat 
independen. 
 





































1. Kewenagan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Penyadapan 
menurut Undang-Unadang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Korupsi tidak dibenarkan. Karna penyadapan yang 
dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mendaptkan izin 
dari Dewan Pengawas  adalah salah satu bentuk mengintervensi  
terhadapa kewengan komisis pemberantasan korupsi sebagai lemabaga 
independen dalama melaksanakan tugas kewenangannya,  terkait 
adanaya perizina dalam hal penyadapan haru mendapatkan izin dewan 
pengawas atas permintaan tertulis dari dari Pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Kewenagan Dewan Pengawas yang sangat 
luas dan strategis meliputi pemberian Izin tidaknya penyadapan dalam 
penyelidikan dan penyidikan dapat memberikan pengawasan kepada 
terhadapat Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk 
mengintervensi terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi terlebih yang berkaitan denagan hal 
penyadapan, yang telah diatur sebagai lembaga negara Independen 
bebas dari kekuasaan manapun. 
2. Prespektif  Fiqih siyasah  terhadap kewenangan Komisi Pemberantasa 
Korupsi dalam hal Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 
 



































Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi 
dengan menggunakan Wilayah al-mazalim  sudah benar karena 
pelaksanaan kewenagan yang dijalankan hampir sama dengan 
kewenagan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Indonesia. 
Dimana hal ini dapat dilihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi 
dalam menangani kasus yang objeknya adalah para penguasa atau 
pejabat Negara tapi Wilayah al-muzalim tidak memeliki kewenangan 
terkait penyadapan. Dalam Islam sendiri terkait penyadapan 
sesungguhnya tidak diperbolehkan tapi  menjadi diperbolehkan dalam 
rangka menegakkan keadilan salah satu  yang menjadi kewenangan 
yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas 
korupsi yang telah mengambil uang negara. 
B. Saran 
1. Adanya Dewan Penagawas dalam hal Penyadapan dalam  Komisi 
Pemberantasan Korupsi dengan terlebih dahulu  mendapatkan izin dari 
Dewan Pengawas atas permintaan tertlis dari Pimpinan Komisi 
Pemberantasa yang dihawatirkan mempengarahu kinerja Komis 
Pemberantasan sebagai lemabag Independen. Maka sebaikanaya 
perlunya adanya revis terhadap Undang-Undang Nomer 19 Tahun 
2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih khusus terhadap 
Pemberian izin Penyadapan oleh Dewan Pengawas agar nantinya tidak 
 



































menghambat Pemberantasan tindak pidana  korupsi dan  sesuai 
dengan keadilan  masyarakat. 
2. Islam juga telah memberikan acuan lemabag yang bisa digunakan 
acuan dalam menjalankan suatu penegakan hukum yang ada di 
Indonesia. Wilayah al-mazalim  dapat dijadikan acuan dalam 
pelaksaan suatu lemabaga penegak hukum yang independen dan 
krideibelitas dalam mengani suatu kasus yang melibatakan para 
penguasa atau para pejabat negara dan sangat membutuhkan lemabaga 
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